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FERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022-2041

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat {2} dan avat (5)
Peraluran lemerintah 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kcehutanan, penyusunan Rencana
kehutanan Tingkat IProvinsi dilakukan oleh instansi
RKehutanan provinsi dan disahkan oleh Gubernur;
bahwa HKencana Kchutanan Tingkat Provinsi Papua
Barat Tahun 2022-2041 mengacu pada Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
sebagal pedoman dalam pembangunan kehutanan dan
pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan
kawasan hutan serta perkiraan kontribusi scktor
kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20
tahun;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Gubcemur tentang Rencana HKehutanan
Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konscrvasi  Sumber Daya Alam  Hayati  dan
Ekosisternnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara



3.

Kepublik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor J3888] scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubaban Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ientang
Kehutanan Memgjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 29);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Iriat Jaya Tengah, Provinsi
Irian Java Darat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak .Jaya, dan Kola Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provingi Irnan Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagl Provinsi Papua  (Lembsaran
Negara Fepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Mapua (Lembaran Negara Republik Indonesia



Republik Indonesia Nomor 34149);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomeor 19 Tahun 2004 tentang
Penclapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
kehutanan  Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia
Nomor 29);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimilka, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
{LembAaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38%4) schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999  tlentang Pembentukan Provinsi Trian Jaya
Tengah, Provinsi Inan Java Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
Tentang DPerubshan Kedua Afas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Olonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran MNegara Republik Indonesia
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Tabun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Neguara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan  Kuang (Lembaran Negara  Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4725):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Ilidup
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 1[40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi: Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomaor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6395);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undung Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 657.3);
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13,

14.

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 lentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833}, scbagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan
Pelestanian  Alam  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217)
sehagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tabun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraluran Pemerinlah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam  Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 330,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3798);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Kehutanan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27 /Menhut-
/2006 lentang Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;

Peraturin Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-

11/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
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17.

18.

19,
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Kchutanan Tinglkat Provinsi (Berila Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun
20011-2030 (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2019 Nomor 928);

Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor
2036} sebagaimana telah diubah dengan DPeraturan
Mentlerni Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor &0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum DUDaerah ([Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 2019 Nomaor 157);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubaban Peruntukan Kawasan Hutan
Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta
Pengegunaan Kawasan hutan (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2021 Nomor 322);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan
penyusunan rencatla pengelolaan  hutan, serta
pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan
produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 319);

Peraturan [Daerah Provins Papua Barat Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Baral Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Diacrah Provinsi Papua Baral nomor 91) schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua
Baral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7
Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan



Perangkal Dacrah [Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan
Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat [Lembaran
aerah Provinsi Papua DBarat Tahun 2019 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua DBarat
Nomor 98);

22, Peraturan Gubernur Papua Baratl Nomor 41 Tahun
2016 teniang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTLUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA

KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN

2022-2041
BART
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:

8
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Provinsi adalah Provinsi Papua Barat,

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.

Dinas  adalah  Dinas Kehutanan Provinsi Papua DBarat  yang
mehnyelengarakan urusan pemeriniah bidang kehutanarn.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua arat Tahun 2022-2041
vang selanjutnya disebut RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 adalah
rencana yang berisi arnhan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan
spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan
kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan
kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sekior kehutanan di wilayah

Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.



rasal 2

RETP Papua Barat 2022-2041 schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun

schagai acuan:

d.

penyvusunan Rencana DPengelolaan Hutan di  tingkat Kesatuan
Pengelolaan Hutan;

penyusunan Rencara Strategis 1linas Kehutanan Provinsi Papua Baral
dan Unit Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat;
Penyusunan Rencana/Program  Pembangunan Daerah  Bidang
Kehutanan di Provinsi Papua Barual;

Koordinasi perencanaan antar sekior dan antar instansi Kehutanan
Pusat dan Dacrah di Provinsi; dan

pengedalian kegiatan pembangunan kehutanan, kesatman pengelolaan
hutan dan unit pelaksana teknis Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan di Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud dalzm Pasal 1

disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan pemanfaatan kawasan

hutan di Provinsi Papua Barat.

BABII
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT 2022-2041

lasal 4

(1} RKTP Papua DBarat 2022-2041 disusun dengan sistematika sebagai

2]

beritkut:

A. HABI Pendahuluan

b, BABI Potensi dan Realitas

c. BABIII Arahan Indikatfl Kebijakan Pengurusan Hutan Provinsi
Papua Barat

d. BABIV Visi dan Misi Pengurusan Hutan Provinsi

. BABWV Indikasi kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang

f. BABVI  Kebijakan dan Strategi

g DBABVII Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan

Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Provinsi
h. BAB VIl Penutup
KKTF Papua Baral Tahun 2022-204]1 sebagaimana dimaksud pada ayat



{1} tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Perangkat Daerah yang membidangi rencana di bidang kehutanan,
menyusun rencana kehutanan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huraf

a, hurul b dan huruf c.

Pasal 6
RETP Papua Barat Tahun 2022-2041 berjangka waktu 20 iahun dan
dievaluasi sctap 5 (lima) tahun, disusun 1 (satu) tahun sebelum RKTP
berakhir.

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahlan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.

Diletapkan di Manolowari
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNLUIR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN
Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12

Dr. ROBER R I MAHK, 5. H., M.Hum., M.M
Pembina Namx Madya

NIF. 196508181992031022



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOE 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGEAT PROVINSI
PAPUA BARAT TAHUN 2022-204 1

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Papua Barat mendeklarasikan scbagai Provinsi Berkelanjutan yang
mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunannya. Provinsi Papua
Barat memiliki bentang alam wyang khas dan beragam dengan polensi
sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Keseimbangan aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan merupaksan hal yang penting dalam proses
pembangunan di Papua Barat terutama dalam pengelolaan sumber daya alam
termasuk hutan. Provinsi Papua Barat dengan luas wilayah daratan
10.295 515 Ha memiliki kawasan hutan di daratan 8 862.688 ha (£ 86% luas
wilayah daratan Provinsi Papua Barat) yang lerdistribusi kedalam 13 wilayah
kabupaten/kota. Sebagai provinsi di Indonesia dengan jumlah pulau
terbanyak (4.108 pulau) dan kepadatan penduduk terendah waitu 9/Km?
menjadikan Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik yang khas ditambah
keberadaan ekosistem hutan mangrove dan gambul yang fragile diharaplkan
dapat berperan dalam menjags keseimbangan keliga aspek di atas sckaligus
ikut penopang pembangunan Papua Barat.

Hutan dan kehidupan wilayah sekitarnya merupakan satu kesatuan
ekosistern vang memiliki fungsi untuk mendukung kehidupan. Untuk
mencapai kesatuan ckosistemn tersebul, maka keberadaan sumber daya hutan
dalam bentuk kesatuan kawasan hutan dan fungsi menjadi bagian yang harus
dipertahankan, Bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat, hutan meclekat
dalam kehidupan masyarakat sepanjang waktu. Hutan menyediakan berbagai
kebutuhan hidupnva, seperti air bersih, hasil hutan kayu dan bukan kayu,
pangan, obat tradisional, serta perlindungan ekosistem wilayahnya. 1 sisi lain
dengan makin berkembangnva Provinsi Papua Baral sciring dengan
pertumbuhan ekonomi wilayahnva yang memeriukan kebutuhan ruang, maka
sinergisitas dengan peranan hutan terutama dalam menyediakan jasa



lingkungannya seperti sumber air bersih, mitigasi perubahan iklim dan
perliindungan  lingkungan hidupnya makin penting dan siralegis untuk
menjamin eksistensi hutan dikelola sccara berkelanjutan.

FPasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarmnya kemakomuran
ralyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut mals
hutan wajib  dikclola secara  terencana, holistik dan terpadu uniuk
memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan muanusia seutuhnya,
Penyelenggaraan kehutanan yang didasarkan pada Perencanaan Kehutanan
harus diarahkan tidak hanya untuk kelestarian hutan tetapi juga
berkontribusi  terhadap Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals atau SDG). Keberadasan hutan dengan kualitas yang baik
sehingga dapat menjalankan [ungsinva menjadi bagian integral dar upaya
pancapaian  target SDG. Kontribusi hutan tidak terbatas pada mata
pencaharian  masyvarakat setempal dan tujuan  lingkungan global  saja,
terjaganyva dan meningkainys kualitas dan fungsi hutan  berkontribusi
terhadap scbagian besar SDOG lainnya.

Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman
dan arah bagi pemerintah dan stakeholders terkait yang memuat strategi dan
kebjjakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan
kehutanan dan penyusunannya telah melibatkan para pihak/stakeholder
vang terkait dengan pengurusan kehutanan. Sesuai dengan amanat Pasal 20
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang, Rencana Kchutanan disusun
berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan mempertimbangkan faktor
lingkungan dan kondisi sosial masyarakat yang disusun menurut jangka
wakiu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan
hutan.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN] tahun 2011-2030 vang
telah ditetapkan melalui Peraluran Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-
11/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-
2030 dan tclah dilakukan revisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan  Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030, merupakan arahan
makro indikatif pemanfaatan dan penggunaan spasial alau ruang dan potensi
kawasan hulan unluk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar
kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk
jangka waktu 20 tahun. RKTN digunakan sebagai bahan/acuan bagi



penyusunan dokumen rencana kehutanan yang lebih operasional dibawahnya
scperti Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP) untuk  menjamin
konsistensi arah pencapaian pembangunan kehutanan, perihal ini dituangkan
dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/ 1012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi.

Dengan proporsi kawasan hutan di atas, komitmen pemerintah Papua
Baral dalam pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi, dan kebutuhan
ruang berbagai sektor, maka peran ganda scktor kehulanan menjadi strategis
dan penting. Uniuk memberikan pedoman dalam implementasi peran ganda
tersebul maka pengaturan ruang pemanfaatan kawasan hulan sckaligus
perkiraan targel koniribusi sektor kehutanan Papua Barat merupakan sebuah
syarat sebagai landasan arah dan tujuan pembangunan kehutanan. Rencana
Pembangunan Provinsi Papua dan rencana lain yvang  terkail, serts
memperhatikan komitmen pemerintahan Papua Barat dan kepentingan publik
maka ditetapkan Rencana Kchutanan Tingkal Provinsi [RKTP) Papua Baral
2022-2041 untuk menjadi pedoman dimalksud.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP} Provinsi
Papua Barat Tahun 2022-2041 dimaksudkan secbagai arahan makro
pemanfaatan dan penggunaan spasial potensi kawasan hutan untuk
pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan vang
menggunakan kawasan hutan di wilayah Provinsi Papua Barat untiuk jangka
walktu 20 tahun.

Tujuan penyusunan Fencana Kehutanan Tingkat Provinsi {RKTP] Papua
Barat ini adalah terbangunnyva koordinasi, sinergi, dan konsistensi rencana-
rencana pengelolaan/pembangunan kehutanan di tingkat Provinsi dengan
Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kola, maupun rencana pengelolaan
hutan di tingkat KPH [RPHJP) sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan
kehutanan.

1.3  Dasar Hukum

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ientang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan lkosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomaor 34 19);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
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{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah DPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang {Lembaran Negara
Republik Indotesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 29);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pemnbentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Baral, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 MNomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3960);

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang (Monomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4151} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomwor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 {entang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 teniang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan



10,
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12.

Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indomesia Nomor 5234) schagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Ciplta Kerja Nomor 11 ‘Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Euang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1833), sebagaimana telah diubsh dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 fentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tafta Ruang
Wilayah Nasional (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana
telah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peratluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
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lentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2021 tcntang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6635);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang
Fencana Pembangunan Jangka DPanjang Kehutanan Tahun 2006-
2025;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-11/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
FP4l/MENLHK/SETJEN/KUM,1/7/2019 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hulan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,
Scrta Penggunaan Kawasan hutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 322};

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8
Tahun 2021 tentang tata hutan dan pecnyusunan rencana
pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan
hutan produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 319);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah
Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran



Daergh Provinsi Papua Barat nomoer 91) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomer ¥ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Dacrah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor
1;

21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat
(lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nemor 10
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);

22, Peraturan Gubernur Papus Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Susunan UOrganisasi Dan Tata Kerja Dinas Dacrah (Berita Dacrah
Tahun 2016 Nomor 41);

1.4  Sistematika Penulisan
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041

disusun dengan sistematika schagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAE II Potensi dan Realitas

BAEII  Arahan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan Provinsi Papua
Barat

BABIV  Visi dan Misi Pengurusan Hutan Provinsi

BAB V Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang

BAB VI  Kebijakan dan Stratcgi

BAT3 VII  Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Sektor
Kehutanan Pada Pembangunan Provinsi

BAB VIII Penutup



BAB II
POTENSI IDAN REALITAS

4.1 Potensi dan Kondisi Umum Huatan Provinsd

Kawasan hutan di Papua Barat secara umum memiliki bentang alam
yang unik yang terbentuk karcna bentangan samudera dan laut di sekitarnys
serta pengaruh jenis tanah (edafic] dan iklim. Berdasarkan proscs cvolusi
sejarah pembentukan pulau dan geologi masa lalu schingga terdapal variasi
topograli yang ckstrim. Hentang alam dengan topografi eksrim tersebutlah
vang membeniuk Derbagal ragam habitat dengan keanekaragaman hayati
(biodiversity) dan ekosisliemnya yang kompleks, Hutan di Provinsi Papua Baral
dapat dikelompokkan kedalam beberapa tipe hula, yaitu: hutan/vegetlasi
pantai {coastal forest), hulan rawa (swamp forest), hutan bakau (mangrove
forest}, hutan batuan karang dan kapur (lmestone & karst forest), hutan
ultramafik {(ultramafic forest), hutan hujan dataran rendab [Jow land rain
forest) dan hutan dataran tinggi /pegunungan |montane forest).

Hutan pantai di Papua Barat berada pada daerah yang menghadap ke
arah Samudra Pasifik dan memutar hingga ke bagian selatan dan merupakan
kawasan yang mengalami pengikisan ombak dan arus Samudra Pasilik serta
angin timur yang kencang dengan substrat vang didominasi oleh bebatuan
cadas pada bagian depan dan pada beberapa bagian membentuk pantai tebing
berbatu terjal (fyord). Bebaluan cadas ini menjadi penghalang dan pemhbatas
(barier] bagi vegetasi yang tumbuh di atas atau dibelakangnya. Beberapa jenis
pohon yang dominan pada hutan ini adalah DBarringlonia  asiatica
(Lecytidaceae), Calophyllum  inophyllum  (Calophylloceae), Hibiscus tiliaceus
(Malvaceae} dan Terminalia cattapa ({Combretaceae] yang menjadi penciri tipe
hutan pantai ini, disamping beberapa jenis tumbuhan bawah, perdu dan
semak.

Tipe hutan rawa termasuk rawa gambul dan payau umumnya terletalk
di delta sungai-sungai besar dan sepanjang tepi sungai berukuran sedang dan
kecil serta wilayah pesisir yang landai dan terdapat hampir di seluruh wilayah
Fapua Barat. Komposisi jenis tumbuhan di hutan rawa hervariasi menurut
luas areal hutan dan lokasi. Hulan rawa bertajuk rata dan agak terbuka,
kadang rapal di beberapa tempat dan tinggi pohon dapat mencapai tinggi 30
m. Campnosperma brevipetiolatum (Anacardiaesae) mcerupakan jenis pohon
yang dominan dan {ajuknya dapat mencapai linggi 30-35 m menjulang di atas

kanopi hutan rawa. Jenis-jenis lain yang juga lurut membentuk tipe hutan ini



adalah Terminalia canaliculata (Combretaceae), Nauclea orientalis [Rubiaceas),
Syzygium spp. (Myriaceae), Alstoria scholaris (Sapotaceae) dan Palagiium spp.
(Sapotaceus). Pada beberapa lokasi hutan rawa diikuti dengan formasi Nypa
fndicans (Arecaceue) yang tumbuh sepanjang sungai-sungai menjembatani
tipe hutan bakau (mangrove) dan hutan rawa,

Hutan maongrove/payau membentuk pola-pola persebaran jenis yang
kompleks dan tersclubung di selurubh bentang laut pasang surut dan di hulu
hilir sungai, yang terkail dengan toleransi individu suatu jenis dengan faktor
abiotik. Hutan mangrove di wilayah ini merupakan hutan mangrove terluas di
Indonesia dan paling berkembang dan sebagian besar (618.500 Ha) lerdapat di
Kabupaten Teluk Bintuni (Kartikasari et al., 2012). Tegakan yvang menghadap
ke laut didominasi oleh Awvicennia marina (Acanthaceae) dan Sonerutic alba
{Lythraceae). Lebih ke daerab hulu vegetasi didominasi oleh jenis-jenis dari
suku (family) Rhizophoraceae, antara lain: Rhizophora apiculata, Druguiera
parviflora, dan Bruguiera gymnorrhizha,

Tipe hutan dataran rendah secara umum dijumpai pada seluruh
wilayah Papua Barat. Hutan dataran rendah merupakan tipe vegetasi darat
vang paling kompleks dan tertinggi jenisnya di dunia (Whitmore, 1984).
Menurut Paijmans (1976) hutan dataran rendah dicirikan oleh vegelasi yang
tinggi dan komposisi [loranya yang sangat kayva. Di masing-masing lapisan,
komposisi floranya tidak beraturan, ketinggian, tutupan dan ukuran tajuknva
bervariasi dan sangat mencolok bila dilihat dari udara. Hutannya lebih
terbuka dan memiliki banyak celah vang dihuni pepohonan vang lebih rendah.
Jenis pohon yang selalu ada di lapisan atas adalah Paraserianthes faloataria
(Fabaceae), Pometia pinnata (Sapindaceue), Inisia spp. (Fabaceae) dan Ficus
spp. (Moraceae). Tipe hutan dataran rendah ini berdasarkan sejarah
pengelolaannya terbagi menjadi dua tipe hutan, yaitu tipe hutan dataran
rendah primer dan tipe hutan dataran rendah sekunder. Tipe hutan dataran
rendah primer masih memilika tegakan hutan alami yang dijumpai pada
beberapa ratus meter dari garis pantai, sedangkan pada hutan dataran rendah
sekunder telah mengalami gangguan aktifitas manusia, terutama akibat
pembalakan pada masa yang lalu. Areal hutan dataran rendah primer
cenderung masih cukup baik karena sebagian besar areal ini sulit dijangkau
akibat topografi vang cukup berat {terjal) dengan kemiringan di atas 40%.
Hutan dataran rendah sekunder, wilayahnya cenderung relatif datar sehingga
mudah diakses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya butan maupun
lahannya bagli pemenuhan kebutuhan masyarakal. Kondisi hutan ini



lerbentuk akibatl aktifitas pertanian fradisional {perladangan berpindah) dan
penebangan liar (baik untuk kayu perkakss maupun kayu/bahan bakar).
Akibal aklifitas ini, maka terbentuklah tipe hutan sekunder vang didominasi
oleh jenis-jenis vegetasi pionir dan jenis-jenis vegetasi cepat tumbuh (Rast
growing species), seperti Macaranga spp. dan Mullotus spp. (Kuphorbiaceae),
Fiper adunecum (Piperaceae) dan Premna corymbosa (Lamiaceac).

Hutan bukit kapur dan vegetasi gamping (limestone hills forest and
karst vegetation) dijumpai di sekitar Ayamaru, Falfak, Kaimana dan pulau
pulau di Kepulauan Raja Ampat. Tipe ckosistem hutan ini dicifikan dengan
perawakan tumbuhan yang lebih  kecil dan kerapatan yang tinggi
Keanckaragaman jenis tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan tipc
hutan lainnys, namun memiliki nilai endemisme yang tinggi dan penting
karena tumbuhan pada ekosistem ini memiliki kemampuan adaptasi dengan
substral tempat tumbuh yang cukup ekstrim_ Jenis jenis pohon dominan
pada tipe hutan ini adalah Ficus spp. (Moraceae), Carallia brachiata
(Rhuizophoraceae), Vatica rassak (Dipterocarpacewe), Manilkara sp.  dan
Mimusops elengi (Supolaceae) serta Calophyllum sp. {Calophyllaceas),

Hutan dataran tinggi di Papua Baral, sebagian besar terdapat pada
punggung- punggung pegunungan Arfak, Tamrau dan Kumawa. Ekosisiem
hutan ini dimulai pada clevasi 750 1.500 m dpl di mana tumbuhan bherdaun
jarum (comnifer) merupakan tumbuhan vang mendominasi tipe hutan ini. Jenis
jenis pohon di antaranya Araucaria hunsteinii [Araucariaceae), Papuacedrus
sp., Phyllocladus  sp. dan  Dacrydium  spp. serta  Dacrycarpus  sp.
(Pexlocarpucaes).

Sementara tipe hutan uitrabasal atau ultramafik dan vegelasi alpin
luasan dan lokasinya sangal terbatas. lHutan ultrabasal (ultramafik) hanya
terdapat di Pulau Waigeo dan Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat, di mana
tipe hutan ini sangal berasosiasi dengan kandungan bahan tambang mineral
Nikel. Jenis-jenis tumbuhan vang dominan pada tipe hutan ini antara lain:
Leptospermum  sp. dan Baeckea sp.  [Myrtaceaej, Ploigrium  sessile
(Bonnetiaceae), Exocarpus  sp. (Sanialaceae) dan  Nephenles  spp.
Nephentaceae).

2.1.1 Fungsi Kawasan Hutan
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, vang ditunjuk dan ditetaplkan
olch pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai



status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang
sudah ditunjuk scbagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan
keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian
lokal, regional dan nasional serta sebagal penyangga kehidupan lokal,
regional, nasional dan global. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tenlang Kchutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sebaran fungsi kawasan
hutan di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1 Peta fungsi kawasan hutan Provinsi Papua Barat

Luas kKawasan hutan Daratan dan Perairan Provinsi Papua Barat
berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 783/ Menhut-11/2014 yang sudah
diintegrasikan pada tahun 2018 adalah 9.862.081 Ha (Daratan: 8.862.688
Ha). Berdasarkan fungsinva kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan



Ronscrvasi (HK) scluas 1.724.224 ha, Hutan Lindung (HL} seluas 1.638.247
ha, Hutan Produksi (H¥F) seluas 2,255.488 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT)
scluas 1.780.019 ha, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas
1.464.710 ha. Rincian luas fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua Barat
disajikan pada Tabel 1.

Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya Pada Setiap Kabupaten/ Kota

Tahel 1

Di Provinsi Papua Barat

N, MHE;‘:‘N ! HK HL g F??wamn HPT ek | Y UMLAH |
1 [FAKIAK 38276 #1.357 R15706 P18.642 [137.302 |851.281 |
2 |[KAIMANA  |[133.714 |339.903 |481.825 |498.588 |156.200 |L.610.230
3 TKOTA 1L.OB0 6759 |5.018 |5.338  |11.928 |30.123 |
SORONG |
4 [MANOKWARI |132.713 |50.391 |9.155  |34.975 |19.073 |246.308 |
5 IMANOKWARI |26.181 l;ﬁﬁ-ﬂ-?ﬁ 22,325 [34.306 |8.338 147 635 |
SELATAN _ l
6 |MAYBRAT 121.623 106,789 |262.497 [31.417 |56.991 479,317
| 7 |PEGUNUNGAN|145.644 | 169.784 |- 29.319 |- 344.747
! ARFAK . | |
8 |RAJAAMPAT (401,553 |149.389 [21.087 |7.022 143.027 |722.078 |
9 |SORONG 7.264 !:55.?53 167.099 |87.299 [209.486 |566.901 |
10 [SORONG 12051 |166.470 [140.425 |31.890 |202.254 |553.000
| SELATAN !
11 [TAMBRAUW | 552.904 | 307.559 |4.617 140,928 [89.075 [1.095,084 |
| 12 [TELUK 164,197 125816 |688.640 (510672 (216448 |1.705.782
BINTUNI |
13 [TELUK 87.025 im.am 37086 | 149,623 |154.587 510.122 |
WONDAMA |
| -l;mm 1724224 1.638.247 2.255.388 |1.780.010 1.464.710 B.862.688

Kawasan yang sudah ditetapkan seluas 8.114.305,04 ha {92%) dari luas

total kawasan hutan di Provinsi Papua Barat tersebut. Pada proses penetapan

kawasan, harus dilakukan tata balas kawasan yang akan ditetapkan sebagai

kawasan hutan tetap. Panjang tala batas vang sudah dilaksanakan di

kawasuan hutan Provinsi Papua Barat sepanjang £ 39.325,70 km yang mcliputi



batas fungsi kawasan 18.232,63 km dan batas luar kawasan hutan 21.093,07
km.

2.1.2 Penutupan Lahan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat

Penutupan lahan Provinsi Papua Baral didominasi oleh areal berhutun
baik hutan primer maupun hutan sckunder. Sebaran penutupan lahan di
Provinsi Barat dapat dilihat pada Gambar 2,
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Gambar 2 Scbaran Penutupan Lahan Di Provinsi Barat.,

Herdasarkan data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil
penafsiran citra Landsat 8 OL1 liputan tahun 2018, = 89.87% daratan di
Provingl Papua Harat berpenutupan hutan. Areal berpenutupan hutan di
kawasan hutan scluas 8.297.305 ha (+ 94%) dan 565.750 ha {+6%) di Areal
Penggunaan Lain. Hulan primer merupakan penutupan lahan terluas dengan
luas total 5.831.307 ha atau 59.1 % luas total tutupan lahan provinsi
lersebut. Hutan sekunder seluas  3.031.748 ha atau 30.7% dari total tutupan
lahan. Jenis hutan yang mendominasi tutupan hutan di Provinsi Papua Barat
adalah Hutan Lahan Kering, Meskipun demikian ditemukan juga Hutan
Mangrove dan Hulan Rawa Gambut., Hutan Mangrove di wilayah Provinsi



Papua Barat seluas 481818 ha, sedangkan [utan Rawa Gambul seluas
1765.096 ha. Daralan Provinsi Papua Barat berupa lanah mineral dan
gambut. Seluas + 1.472.707 ha daralan Provinsi Papua Barat berupa gambut
dimana 83.8% berada di kawasan hulan. Gambut dan hutan mangrove
menjadi komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim selain sifat
ekosistemnya yang fragile sehingga harus dikelola secara bijak dan hati-hati.
Rincian penutupan lahan disajikan pada Tabel 2.

Penutupan lahan hutan tersebut dengan kondisi aktual saat ini masih
berpotensi herubah dari areal berhutan menjadi areal non hutan karena
deforestasi yang terjadi di Papua DBarat meskipun Provinsi Papua DBarut
merupakan Provinsi dengan tingkat deforestasi rendah tetapi seiring dengan
wakiu terjadi trend peningkatan tingkat deforestasi. Rala-rata deforestasi vang
terjadi pada periode 2010-2018 seluas 22.031 ha/ftahun. Dalam periode
tersebut terjadi peningkatan trend deforestasi. Deforestasi tertingegi terjadi
pada tahun 2016-2017 dengan perubahan areal berhutan menjadi nonhutan
seluas 101.517 ha. Data delorestasi digambarkan pada Gambar 2.
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Gambar 3 Pela Penutupan Lahan Provinsi Papua Barat



Tabel 2
Penulupan Lahan Provinsi Papua Baral Pada Tahun 2018
Berdasarkan Fungsi Kawasan

Tutupan Kawasan Hutan APL Lant- Jumlah
Lahan ] Ay
HK HL HF HPT HPK

Hulzan 1.524.654 | 1.188.150 | 1.044.376 | 1.205.651 | GG3.878 | 182.796 | 21.801 | 5.83L.307
Frimer

Hutan 122.013 | 279254 | 1.079.023 | 499337 | 653.067 | 382954 | 15.200 | 3031748
Sekunder

| Hutan || T 5
Tattaman

 Nom 77450 | 160483 | 134454 76.574 | 147.251 | 308.530 | 85283 | 499026
Huran

Jumlah gl'?24‘113 1.636.887 | 2.257.854 | 1.781.561 | 1.465.006 | 874.280 | 122.285 | 9.862.081

! =

Sclain terjadinya deforestasi, hutan di Papua Barat juga mengalami
degradasi hutan. Degradasi hutan merupakan salah satu indikator tefadinya
penurunan kualitas hutan, yaitu terjadinya perubahan hutan primer menjadi
hutan sekunder. Pada periode 2010-2018 rata-rata degradasi hutan vang
terjadi seluas 66.829 ha/tahun. Berdasarkan data vang disajikan pada
(zambar 3, pada periode tersebut terjadi kenaikan trend depradasi hutan.
Dcgradasi tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015 dengan luas degradasi
hutan mencapai 232.676,81 ha.

:
¢
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Gambar 2 Deforestasi hutan di Provinsi Papua Barat 2010-2018
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(Gambar 3 Degradasi hutan di Provinsi Papua Barat 2010-2018

Salah satu faktor pemicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan
selain dari kegiatan penebangan adalah kebakaran hutan. Kejadian kebakaran
hutan ini tidak banyak terjadi di Papua barat, data Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim, Desember 2018 (Gambar 4), menunjukkan
bahwa terdapat trend penurunan lnasan kebakaran di Provinsi Papua Barat,
dimana pada tahun 2018 hanya tercatat 121 ha baik di tanah mineral
maupun gambut. Meskipun demikisan kejadian kcbakaran ini perlu
diantisipasi kedepannya mengingat dinamika perubahan tutupan lahan Vang
terjadi serta iklim yang berubah menjadi lebih kering,
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Gumbar 4 Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat

Kecepatan pertambahan deforestasi dan degradasi hutan di Papua Barat
belum diiringi oleh peningkatan laju reforesiasi. Peningkatan futupan non-
hutan menjadi areal berhutan di papua barat mengalami perlambatan. Pada
periode 2016 — 2018 reforestasi rata - rata seluas 10,134 Ha/tahun. Dalam
periode tersebut terdapat trend penurunan reforestasi dimana pada tahun



2016 -~ 2017 rcforestasi vang dilaksanakan seluas 16.734 ha dan pada tahun
2017 - 2018 turun menjadi 3.534 ha (Gambar 5).

2016-2017

2017-2018

Reforestasi  (Peningkatan  Tutupan

Hutan dari Non Hutan) : 2016-2018
(10.134 ha/tahun}

R Sttt
- 0

Q QQ 3.534 Ha

R Y

16.734 Ha

Gambar 5 Reforestasi hutan Papua Barat 2016 — 2018

kondisi lahan di Provinsi Papua Barat mayoritas didominasi oleh lahan

kritis. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak

karena kehilangan

penutupan  vegetasinya,

schingga kehilangan atau

berkurang fungsinya scbagai penahat air, pengendali crosi, siklus hara,

pengatur iklim mikro, dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya,
kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai: sangat kritis, kritis, agak krilis,
polensial kritis, dan kondisi normal.

Terdapat lahan kritis seluas 9.293.058 ha yang terdiri dari 10.053 ha
sangat Kritis, 427.251 ha kritis, 7.053.595 ha agak kritis, dan 1.802.160 ha
potensial kritis di Provinsi Papua Barat. Lahan kritis yang paling luas terdapat
pada hutan hutan produksi tetap (HP) seluas 2.105.356 ha. Rincian kondisi
lahan disajikan pada Tabel 3.

Fungsi

Tabel 2
Lahan Kritis Berdasarkan Fungsi Kawasan Di Provinsi Papua Barat

Kategori Lahan

| Kawasan qﬁﬁ': Kritis | Agak F{rif_ia! Pﬂéﬂf’;m Al
THK 3.029 39962 | 1.504.536 | 149725 | 1.707.552
HL 2015| 117.295| 1.270783| 1865131 1.576.605 |
HP 1637 82953 | 1.304.265 716500 | 2.105.356 |
HIPT 21ug 54.517 | 1.188.548 212,774 | 1.758.032
HPK 924 90.401| 865550  353.000| 1300074
APL 104| 29961 605.607 166.920 |  802.593




149 [ 2.160 14.008 |lﬁ.ﬁf—f‘} | 32.946
10.053 | 427.251 ?.’ﬁ53.5q5l1.3ﬂ:&.1ﬁﬂ | 9.263.058
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2.1.3 Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan dimanlaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan
baik sekior kehutunan maupun sektor nonkchutanan, Untuk kepentingan
non kechutanan penggunasn kawasan hutan dilakuksn melalyi mekanisme
pelepasan kawasan hutan dan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan
(IPPKI). Terdapat 7 IPPKH di kawasan hutan Provinsi Papua Barat yang
schagian  besar untuk kegiatan pertambangan. luas total penggunaan
kawasan hutan untuk IPPKH adalah seluas 7.248 ha.

Pemanfaatan hutan tferbesar adalah areal IUPHHEK-HA pada hutan
produksi dengan luas total 2.992.308 ha pada hutan produksi dengan jumiah
izin komscsi [UPHIIK-ITA 22 izin. Selain IUPIHITK-HA, kawasan hutan di
Provinsi Papua Barat juga dimanfaatkan untuk IUPHITK-HT seluas 100.265
ha, HHBK scluas 127.5354 ha, Hulan Desa seluas 3.543 ha dan untuk Hutan
Penelitian dan Pendidikan seluas  9.082 ha. Gambaran pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hulan seperti Gambar 7.

Sebagian besar kawasan hutan produksi ini telah dibebani Ljin Usaha
Pemantaatan Ilasil Hulan Keyu (IUPHHK), Derdasarkan data hasil cruising
yang dilakukan oleh ITUPHHK-HA maupun IPK-MA, potensi masak tebang jenis
pohon komersial pada hutan produksi tersebul bervariasi antar wilayah
Kabupaten (17,25-55,24 m3/Ha dengan rata-rata 38,41 m¥/ha dan kerapatan
pohon berkisar antara 6,28-21,74 balang/ha dengan rata-rala 12,37
Datang/ha). Berdasarkan kriteria potensi hutan alam produksi yang dapat
diberikan [UPHHK maka sebagian besar areal hutan produksi di Provinsi
Papua Barat berada di bawah kriteria dimaksud. Menurut SK Menter
Kehutanan Nomor : 8171/Kpts-11/2002 bahwa untuk Papua, potcnsi hutan
alam yang layak untuk diberikan IUPHHK adalah 14 batang/ha untuk hutan
tanah kering dan 18 batang untuk hutan tanah basah atau rawa.
Berdasarkan kondisi aktual yang ada, areal pemanfaatan ini perlu dilakulkan
rasionalisasi dan penataan ulang kembali sekaligus dilakukan bersamaan
dengan penataan batas hutan adal secara partisipalil, sehingga kawasan
hutan produksi yang ditetapkan benar benar layak untuk penerapan
pengelolaan hutan alam produksi lestari.,



Gambar & Realitas Pemanfaatan dan Penggunasan Kawasan Hulan
Provinsi Papua Barat

Reterangan: IUPHHK-1IA=Izin Usaha Pemanfastan Hasil Hutan Kayuo
Hutan Alam, IUPHHK-HT= lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kavu Hutan
Tanaman, TJPHHBE=Izin Usaha Pemanfastan ITasil Hutan Bukan Kayu,
IPPRH= Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

2.1.4 Potensi Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan vang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan data
Direklorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produlsi Lestari, rata rata produlksi
leayu bulat yang berasal dari TUPHHK di Provinsi Papua Barat pada periode
2014-2018 adalah sebesar 440.155,76 m3/tahun. Terdapat trend peningkatan
produksi kayu bulat di Provinsi Papua Barat seiring dengan waktu dimana
pada tahun 2018 produksi kayu bulat mencapai 753.116,93 m3. Secara detail
produksi kayu bulat Bulat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam ([UPHHK-HA) di Provinsi Papua Barat pada periode Tahun 2014-
2018 disajikan pada Tabel 4.



Tabwl 3

Produksi Kayu Bulat Pada IUPHHK-HA Di Provinsi Papua Barat Pada Periode
Tahun 2014-2018

L2018 o

"Tahun Produksi Kayu Bulat (m?) |

12014 Fe  469.328,92
2015 152.738,52 {
2016 408 388 00

2017 | 417.206,34 |

753.116,93

Selain kuyu bulat, data Dinas Kehutanan mencatat bahwa pada tahun
2018 terdapat produksi kayu olahan, yiatu kayu gergajian sebesar 41.135.,67
m?, chipwood sebesar 56.709,51 m? dan veneer sebesar 6. 148,52 m*, Adapun

distribusi produksi kayu olahan di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Barat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tahel 4

Produksi Kayu Olahan Pada Setiap Kabupaten /Kota Di Provinsi Papua Barat

Kabupaten, Kota|

: Tralkfak

2014 |
2.270,01

| Kaimana

"l‘-?.]u.k Wondama

Teluk Bintuni

| Manokwari

3.397,62 |

2015

2016 2017 2018 |

696,10 |

-:_Sumng Selatan

Sorong

Tambrauw

_I'w-fanc:kwa ri
Selatan

Maybrat -

R@'a Ampat -

Pegunungan
Arfak

61.407,59

- | 29.13891 | 7o.e77.22|

1.783,61

86.560.20 |

21.235,88 | 27.336,29

5.980.2 1

Kota Sorong
[ Jumlah

3.361,71

194.414

150.537,5

0 | 50.374,79 | 103.993,72|
e




2.1.5 Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Kawasan Hutan Papua Barat dapat memberikan manfaatl yang nyata
dalam bentuk hasil hutan bukan kayu (HITBK), jasa-jasa lingkungan dan
wisata alam. Komunitas masyarakal adatl Papua yang mulli elnis diketahui
sejak dahulu telah memanfaatkan dan melestarikan produk HHBEK. HHutan di
wilayah Provinsi Papua Barat mempunyai potensi menghasilkan HHBK di
antaranya dari tanaman HHBK penghasil minyak atsird, seperti dari kelompolk
penghasil gubal gaharu [Aquilaria filaria, Gyrinops versteegii, dan Gyrinops
ledermanii), masoi, tanaman penghasil resin dan damar (Agathis labillardieri,
Vatica rassak, Anisopthera thurifera, Canarium indicum, Euodia elleryana,
Euodia bonvickii, dan Flindersia pimentclliana), tanaman pangan (sagu),
tanaman hias {anggrek] serta tumbuhan obat yang sudah terkenal dan bunyak
dimanfaaikan oleh masyarakat dari luar Papua (Pandanus conoideus (buah
merah), sarang semut, madu.

Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam flora, fauna, keindahan
bentang alam yang menjadi modal berkembangnya wisata alam di wilayah ini.
Terdapat beberapa destinasi wisata alam vang telah berkembang di Provinsi
Papua Baral, diantaranya Raja Ampat, Taman Nasional Teluk Cendrawasih,
Habital burung Cendrawasih di Pulau Waigeo, Pegunungan Arfak, Tambragw,
Dalam Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Papua Barat masih terdapat
beberapa obyek yang polensial dikembangkan menjadi wisata alam, scpert
keberadaan Sungai Warsamson yang berpotensi untuk obyek wisata arum
jeram, air terjun Karabra, sumber air hangat di sekitar air tefjun Karabra, goa
batu Payung dan habitat burung Cenderawasih di Kampung Saluk Distrik
Sayosa, hutan pendidikan.

Dengan kondisi daerah tutupan hutan vang sangat luas dan
kemampuan hutan dalam menyerap dan menyvimpan karbon memberikan
peluang ekonomi dalam skema perdagangan karbon. Keberadaan hutan
mangrove dan gambut di wilayah Provinsi Papua Barat semakin meninglkatkan
polensi simpanan karbon vang ada di Provinsi Papua Baral dimana Hutan
Mangrove dan gambut merupakan salah satu hutan yang simpanan
karbonnya lertinggi di kawasan tropis.

Selain mengoptimalkan perdagangan karbon, Papua Barat memiliki
kawasan hutan lindung seluas 1636887 Ha atau 16.50% dari luas total
Provinsi Papua DBaral yang berpotensi untuk perlindungan iala air dan
pencegah erosi. Kawasan hidrologis gambut seluas 1.472.707 Ha atau 14,93%

dari luas total Provinsi Papua Barat. Kawasan konservasi dan resapsn air



seluas 731.67V1 Ha. Keberadaan kawasan lindung menjadi penting dengan
adanya kerawanan beberapa daerah terhadap bencana banjir dan lanah
longsor, pada tahun 2018 tercalal 11 kejadian banjir terjadi di Kabupaten
Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni serta 1 kejadian tanah
longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak.

2.2  Kontribusi Sektor Kchutanan Provinsi Papua Barat

Hutan adalah bagian integral bentang alam yang dibutuhkan untuk
menghasillkan air bersih, kayu, pangan hutan, kayu bakar, tempat hidup
binatang dan tumbuhan, serapan karbon untuk kesehatan sistem iklim,
Pengelolaan hutan vang didasarkan pada Perencanaan Kehutanan harus
diarahkan untuk berkontribusi terhadap Target Pembangunan Berkelanjutan
{Sustainable Development Goals atauw SDG), meski kadang hutan adalah asct
yang luput dan diremehkan dalam usaha mencapai SDC.

Kawasan hutan merupakan alokasi areal terluas dari  struktur
pengeiolaan lahan di Provinsi Papua Barat., Luas total kawasan hutan di
Papua Barat mencapai £ 8,862,688 Ha atau 89.87 % dari luas Provinsi Papua
Barat. Dengan luas kawasan (erluas tersebut diharapkan sub-scldtor
kehutanan dapat memberikan manfsat yang sesuai dengan proporsi areal

torsebhut.

2.3 FKontribusi terhadap Ekonomi

Dilihat dari peruntukan penggunaan lahan, subscktor kehutanan
berpolensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Papua Barut,
HBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada
tahun 2012 di Provinsi Papua Baral dapat dilihat pada Tabel 6. Kontribusi
scltor dalam hal pembangunan perekonomian dapat dilibhat dari aspek
struktur perckonomian Papua Barat terulama sektor-sektor dan sub scktor
yang membentuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB}, penerimaan
pajak dan penerimaan negara bukan pajak, Nilai PDRB sub-sektor kehutanan
bersama pertanian dan perikanan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019
menyumbang 10.55% PIIRE Provinsi Barat (PDRB atlas dasar harga berlaku:
Rp 84.347.700.000) dengan laju pertumbubian 3,34%.



Tabel 5
Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF) Tahun 2012 Di Provinsi
Papua Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

= : 1PSDH ' DR 1uPI
Kabupaten /Kota (Rp) : (Rp] ] {Rp)
Faklak 2.176.647.195,00 | 6.562.087.661,35 | -
Kaimnan: 15-43{}.923,855,31?} lS.lSE-TEE.ST‘j,IQ | 3.323.268.885,80

| Teluk Bintuni __ |30.057.781.680,00 | 25.193.832.503,07 | 8.084.231.114,20

Teluk Wondama | 2.969.832.501,00 | 2.003.961.675,82 | 6.802.840.313,30 |

Manolowari 1.609.392.241,00 | 1,385.511.007,16 |
I'Sn—mngs.rzldtan 1.848.443.274,00 | 1.663.625.635,18 |
" Sorong, 12.027.037.297,82 | 14.650.472.020,90 T |
Raja Ampal T 30.000.000,00 = s
Tambrauw 112.116.834,00 | 104.951 629,43 | E
Maybrat 1 209962.000,00  167.603.728.80 | 2
| Kota Sorong il = =
| TOTAL 70.472.136.878,18 | 64.870.891.440,82 (18.210.340.313,20

Secara khusus scktor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 2,34%
PDEE FProvinsi Barat tahun 2019 dengan nilai scbesar 1.273 milyar rupiah
(BPS, 2019). Terdapat trend peningkatan kontribusi scktor kehutanan
terhadap PDRD Provinsi Baral scjak tahun 2015 (Gambar 8)

% (Rp} %
Triliun

Gambar 7  Koniribusi seltor kehutanan pada Produk Domestik
Regional Brulo di Provinsi Papua Baral

Konfigurasi bisnis baru pengelolaan Hutan Produksi diarahkan pada
peningkatan akses masyarakal dan ckonomi masyarakat sekilar hutan, dan
kewajiban mengalokasikan 20% arcal izin dalam bentuk ussha kemitraan
dengan masyarakat. Keberadaan potensi hutan di Provinsi Papua Baratl juga
telah memberikan kontribusi terhadap berkembangnva industri perkayuan
yang memberikan dampak ckonomi dan menjadi sumber mata pencaharian



utama masyarakat di beberapa desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat.
Industri kayu telah berkembang di 139 desa/kelurahan yang terdistribusi di
kabupaten/kota  Propinsi Papua DBarat.  Terdapat 131 desa YANg
magyarakatnya melakukan pemungutan hasil hutan dan 11 desa yang
masyarakainya melakukan penangkapan satwa liar Tabel 7.

Tahel &
Jumlah Desa Yang Terdapat Industri Kayu Dan Lapangan Kerja
Masvarakatnya Memanlaatkan Hutan
Di Kabupaten /Kota Provinsi Papua Barat

| Jumlah Desa I :
. Kabupaten /Kota | ﬁﬂf‘siﬁdé;ﬁif mlﬁﬁfﬁ T’;I;?_Emp?n
Faldfalk 14 o -
Kaimana 21 E ash 2
Teluk Wondama al B )
Teluk Bintuni | 13| 3zl TR
Manokwari I an | d
[Sorong Selatan | 11| 37 T o=
Sorong - 26 51 2
Raja Ampat g R e
Tambrauw - 5] - 4
e . E— e = s
Manokwari Selatan gl o = A =
Pepunungan Arfak '_ T A N
Kota Sorong : —H =fi— T —I

Bisnis pemanfaatan hasil hutsan sclain kayu jugs mulai berkembang di
Provinsi Papua Barat meskipun hanya tersebar di beberapa kabupaten.
Terdapat kurang lebih 5 izin usaha penangkaran satwa dan 36 pengusahs
yang mengembangkan usaha pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan/hasil
hutan bukan kayu dengan status yang aktif mengusahakan adalah 23 ([Tabel
8). Jenis satwa liar yang dimanfaatkan yaitu tanduk rusa, buaya, ikan
napoleon, lola merah, hiu lanjaman. Sedangkan sebagian besar tumbuhan
yang diusahakan adalah gaharu.



Tabel 7
Usaha Pemanlzatan Satwa Dan Tumbuhan

Kabupaten /Kota Izin Usaha | Pengusaha Pengusaha |
Penanghkarun Satwa liar Tumbuhan /HHBK

Fakfak . 1 |
Kaimana | - 1 .
‘Teluk Wondama 1
Teluk Binturi
Manokwardi | ] 3| 2
'Sorong Sclatan | I

o
—

| Sorong : D
Raja Ampat ]
Tambrauw
‘Maybral

! Manokwari Selatan

Pegunungan Arfak
Kota Sorong & 14 (1

2.4 kontribusi Terhadap Ekologi

Kontribusi kehutanan terhadap aspek ekologi dapat dilihat dari fungsi
hutan sebagai perlindungan flora dan fauna, perlindungan dacrah aliran
sungai (DAS) untuk menyimpan persediaan air tanah [aquifers), perlindungan
dari bahaya erosi dan banjir, dan petensi keanekaragaman hayati, Kelestarian
fungsi ekologi inilah yang menjadi ukuran manfaat kehutanan dari aspck
ckologi. i wilayah Propinsi Papua Barat terdapat £ 2091 DAS berdasarkan SK
Menteri Kehutanan Nomer: 511/Menhut-V/2011 tanggal 7 Scptember 2011
tentang Penelapan Daerah Aliran Sungai, sedangkan menurut prioritasnya
terbagi menjadi 13 DAS dipulibkan, yaitu DAS Arui, DAS Prafi, DAS Rufci,
DAS Remu, DAS Batusini, DAS Kais, DAS Sanduai, DAS Anggris, DAS Aipiri,
DAS Klafama, DAS Sorong, DAS Wosi, dan DAS Yeflio,

Pulau Papua dimana Provinsi Papua Baral berada merupakan pulan
yang memilili keanekaragaman hayati (KEHATI) vang tinggi, tercalat 13.634
spesies, 1.747 genus dan 264 famili tumbuhan tumbuhan yang ada di daratan
pulau ini. Sebanyak 68 persen di antaranya merupakan flora endemis di
Papua dan tidak dapat ditemukan di tempal lain. Ilal tersebut membual Pulay
Papua menjadi satu-satunya kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki
tumbuhan  endemis terbanyak. DPotensi KEHATL Provinsi Papua DBarat



diantaranya terdapat di Raja Ampat (Batanta, Salawati, and Waigeo islands),
Pegunungan Vogelkop (Tambrauw and Arfak), Dataran tunggi Bomberai
(I"akfak and Kumawa mountains). Menjadi habitat dari 657 spesies burung,
191 jenis mamalia darat, 130 jenis katak, dan 151 jenis ikan air tawar.
Diantaranya dua jenis satwa lar terancam punah prioritas yaitu burung
Cenderawasih Merah (Paradisede rubra) dan Kakatua Putih Jambul Kuning

(Cacatua galerita triton),

2.5 EKontribusi terhadap sosial

Dagi masyarakat Papua Barat, hutan merupakan ruang hidup secara
turun temurun. Terdapat £ 74% desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat yang
berada di dalam atau sekitar hutan. Jumlah desa/kelurahan yang
bersinggungan atau berada di dalam Kawasan hutan adalah 574 desa.
Sebaran desa/kelurahan yang berada di dalam atau seldtar hutan
berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 9.

Tabel 5
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan

[ Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hulan
Kabupaten / Kota Eﬁ;ﬁ ,]T%plflfustziﬁm | I—%tkllirn Jujm]a_h

bm _ I. i 1? 62 B 81
Kaimana ' 13 49 2 64
Kota Sorong : 7 7
Manokwari : 5 35| 1 41
Manokwari Selatan Bl 6 | i 2 29)
Mayhrat 53 358 1 45
Pegunungan Arfak 21 gal o 45
RajaAmpat | 5 Bz 55
Sorong R 50| 7 60
Sorong Selatan 13 SRR i
‘Tambrauw T 5 . 28 33
Teluk Bintuni ] 3l 29 ' 32
Tell_.ll-n Ei.-.’umiamﬂ " _ q ) 22 R Eﬁi

Keberadaan desa yang terletak di dalam kawasan hulun atau pun
bersinggungan dengan kawasan hutan, hal ini tentunya akan mendorong



konflik lahan hutan dengan penduduk lokal yang mata pencahariannva
berupa pertanian bercocok tanam. atau memicy konflik kepentingan dengan
pihak swasta yang menerima hak kelola, terutama apabila tingkat partisipasi
masyarakat rendah. Konflik kepentingan terutama klaim tenurial. Konflik ini
diantaranya dipicu oleh tingkat realisasi penataan batas dan luas Kawasan
vang dikukuhkan yang masih rendah sehingga menimbulkan konflik dengan
masyarakat di sekitar hutan.  Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan hutan, diantaranya pemenntah mendorong para pemegang
jjin usaha dibidang kehutanan untuk memperkejakan tenaga kerja lokal,
Berdasarkan data statistik, tenaga kerja pada TUPHHEK-IIA pada tahun 2018
mencapal 1581 orang, Secara detail jumlah tenaga kerja pada TUPHHK-HA di
Provinsi Papua Barat pada periode 2014 sampai 2018 disajikan pada Tabel 10.
Scktor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur)
tdan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya merupakan sckior
industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua di Provinsi Papua
Barat, sektor ini menyerap 33,33 persen dari total tenaga kerja yang ada pada
tahun 2017 (BPS, 2017).

Tabel O
Tenaga Kerja Pada IUPHHEK-HA
D1 Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2012

| Tahun ~ [.Jumlah ‘I‘Lmena ]
2014 T 1e31

2015 | 1931

| 2016 ' 1931
2017 1721
2018 | 18]

2.6 Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi

Kelembagaan menyangkut aturan dan peran. Aturan terdiri dari
berbagai jenis ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, pemerintah nasional,
pemerintah  provinsi, Kabupaten/Kota, serta  aluran aturan Vang
dikembangkan di tengah masyarakat berkaitan dengan pengelolaan hutan.
Peran  menyangkut fungsi vang dijalankan  berbagai pihak untuk
melaksanakan aturan yang ada sekaitan pengelolaan hutan, pemerintah dan
masyarakat serta pembagian peran sccara lerinci serta hak dan kewajiban
pihak mhak yang terlibat. Pembedasn kawasan hutan menjadi hutan
konservasi, hutan lindung, hutan produlsi, dan hutan rakyal adalah satu



cara memudahkan pengurusan butan dan pembagian tugas, wewenang, dan
kewajiban kepada berbagai pihak yang terlibal dalam pengelolagn hutan.
Kelembagaan dalam arti sempit bisa juga diartikan scbagai organisasi.

Kondisi kelembagaan sektor kchutanan provinsi vang perlu mendapat
perhatian adalah kelengkapan aturan pengelolaan hutan dan organisasi yang
menjalankannya serla pola perilaku yang dihasilkannya. Aturan vang ada
menyangkut aturan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, dan
tingkat masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan tingkat masyarakat.
Organisasi yang menjalankan bisa berupa organisasi pemerintahan,
organisasi masyarakat, atau gabungan keduanya. Organisasl pemerintah
dapal pula dibedakan menjadi pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah Kabupaten /Kota.

Scsual dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 di mana penyerahan sebagian urusan pemerintahan di Bidang
Kehutanan kepada daecrah, kewenangan pengelolaan sektor kehutanan tidak
lagi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, akan tetapi sudah melibatkan
pemerintah dacrah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan
hahwa kewenangan pengelolaan hutan tergantung pada fungsi hutan dimana
pemerintah  hanya mengurus  KSA/KPA, sementara kewenangan dalam
pengelolaan WL dan HP diserahkan kepada pemerintah dacrah kecuali
kawasan lintas. Tumpang tindih peran dan kewenangsn di antara berbagai
institusi/lembaga terkait seringkali menjadi akar dari carut marut pengelolaan
hutan di Indonesia.

Untuk mewujudkan pengelolsan hutan ditingkat tapak sebagai
paradigma baru mengurus hutan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan
Peraluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaotan Hutan.
Kebljakan pembentukan KPH ditujukan untuk menvediakan wadah bagi
terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari pada
tingkat tapak.

Organisasi Perangkat Dacrah pada Sektor Kehutanan di Provinsi Papua
Barat berupa kelembagaan yang berbentuk Dinas, Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Tcknis Daerah yang dibentuk dan disahlkan berdasar pada
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dan Tala Kerja Dinas Dacrah, Peraturan



Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 5 Tahun 2018 teniang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan

Provinsi Papua Bara

2.6.1 Kelembagaan Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan adalah Peranglkat Daerah vang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah Provinsi dimana Peranghkat Daerah merupakan unsur
pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintabhan yvang menjadi kewenangan [Daerah.
Dinas Kehutanan Provinsi dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan
IMdup Dan Kehutanan Hepublik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen
JEum, 1/8/ 2016 di klasifikasikan menjadi 3 Tipe Perangkat Daerah. Dinas
Kehutanan Provinsi Papua DBarat tergolong ke dalam tipe kelas A dibentuk
perdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Dacrah.

Untuk membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan
schagian urusan pemerintah di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk
Cabang Dinas Kchutanan (CDK] Provinsi yang berkedudukan di masing-
masing kabupaten/kota yang terdini dari 11 CDE. Struktur Organisasi Cabang
Dinas Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraluran Dacrah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah.

Enam Program Teknis yang laksanakan dalam Rencana Stratcgis Dinas
Kehutanan Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022 adalsh Program
Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan, Program Rehabilitasi
Hulan dan Lahan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Pembinaan dan
Penertiban Industri Hasil Hutan, Program Optimalisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP} Secktor Kehutanan dengan Kegiatan Prioritas vaitu
Pengembangan Jasa Lingkungan [(Ekowisata), Pengembangan dan
Pemanfaatan lasil [lutan Bukan Kayu {HHBK] meliputi Tanaman Gaharu,
Matoa Kelapa, Lawang, Masohi dan Damar, serta Pembuatan Hutan Kota pada
Setiap Kabupaten /Kota di Provinsi Papua Barat.



2.6.2 Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutlan (KPH) merupakan unit pengelolaan hut:an
terkecil pada hamparan lahan hutan scbagai wadah kegiatan pengelolaan
hutan untuk mencapai tujuan vyang telah ditetapkan. KPH dibentuk
berdasarkan kriteria dan standar vang diletapkan olech Menteri sesuad
Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor: L6/ Menhut-T1/2009  tentang
Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan [lutan. Kelmbagaan KPH harus
memberikan gambaran tugas dan [ungsi yang jelas dari masing-masing
institusi, sehingga dapat menghindarkan tumpang tindih peran dan
kewenangan. KPH selanjutnyva diharapkan menjadi pelayan  pemerintgh
terdepan dan terdekat kepada masyarakat hukum adat dan pengguna hutan
lainnya. Pelayanan oleh KPH menncakup: pensalaan hutan, penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan, pemanfaatan hutan, rehabililasi
hutan, perlindungan dan konservasi, pembinaan, audit internal dan
pengendalian. Organisasi kKI’H membawa satu konsekuensi formal bahwa
secara struktural hirarld KPH akan bertanggung jawab secara langsung
kepada Dinas Kehutanan Dinas Kchutanan berperan dalam [ungsi
administrasi, sedangkan KPH akan mengampu lungsi manajemen fpengelolaan
hutan.

Berdasarkan DPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kchutanan
Nomor P.49/MENLHEK/ SETJEN/KUM.1/9/2017 tanggal 7 September 2017
tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPII, KPH diberikan ruang
untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak (perorangan/kelompok
masyarakat setempat, BUM Desa, koperasi sctempat, UMKM, BUMN, BUMD,
BUMSI)}, yvang bertujuan untuk memberikan akses kepada masvarakat sckitar
hutan dalam mengoptimalkan sumber daya hutan (potensi khas masing-
masing KPlI} wvang berbasis usaba lokal masyvarakat. Dengan fokus
pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat lokal di wilayah KPH dan
pencrapan  strategi multibisnis, multikomoditas, dan multisiakeholder
diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian KPH, yang diawali
dengan memproduksi barang dan jasa sccara lestari {one sile one product].

Kesatuan  Pengelolaan Mutan  (KPH) dapat  berbentuk  Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHF), dan Kesatuan Pengelolaan Tutan Konservasi (KPHK). Unit-unit
pengelolaan hutan ini secara delail dialur dalam Peraturan Pemerinta No. 44

tahun 2004 tentang perencanaan kehutsanan. Keberadaan KPH ini di Provinsi



Fapua DBarat diharapkan dapat menjadi pengelola hutan di tingkat tapak di

Provinsi Papua Barat dimana 2 diantaranya adalah Ki'H Model (Tabel 11).

Tabel 10
KPH Di Wilayah Provinsi Papua Barat
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2.7 Isu Strategis Terkail Pengurnsan Hutan Di Wilayah Provinsi

Dalam pembsingunan scktor kehutanan Provins! Papua Barat terdapat
kesenjangan antara kondisi ideal vang diharapkan dan kondisi aktual di
lapangan sechingga proses kehulanan
terkendala. Berdasarkan hasil analisa terdapat 3 isu strategis dan dyabarkan

pembangungn terscbuf  menjadi

menjadi 16 isu spesifik yang akan diselesaikan sampai tahun 2040 vaitu:

A, Isu Strategis

1. Kesenjangan data dan informasi antara dokumen rencana
pembangunan kehutanan dengan realitas kondisi di lapangan.

Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam
bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik
melalui observasi langsung maupun darn vang sudah terkumpul dalam
bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data

vang diperoleh haruslah berupa [akla bukan hasil manipulasi ataupun



3.

rekayasa. Dengan memilila basis daia dan mformast vang valid dan
terukur, maka proscs perencanaan pembangunan kehutanan vang baik
dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya
pembangunan kehutanan. Karena pembangunan merupakan proses
perubahan ke arah kondisi vang lebih baik melalui upava vang

dilakuban secara ferenean:a.

Restrukturisast rencana  strukiur dan pola ruang pembangunan
kehutanan

Tata ruang provinsi Papua Barat yang hingga saal ini belum
terselesaikan, merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah
dalam rangka pemanfaatan ruang pembangunan. Papua DBarat
menvebut diri sebagal Provinsi Berkelanjutan yang mengedepankan
aspek konservasi dalam pembangunannya. Legalitas tersebut tertuang
dalam Peraturan IDaerah Khusus {Perdasus). Perdasus tersebutl menjadi
landasan inisiatif untuk mengkaji ulang Rencana Tata Ruang dan
Wilavah Papua Barat, mengatur ulang proporsi kawasan lindung dan
budidaya hutan DPapua DBarat yang saat ini komposisinya 36%
berbanding 64% dengan target yvang diusung 70% wilayah Papua Barat
merupakan kawasan konservasi dan lindung.

Reformasi Birokrasi Perizinan

Sistem informasi Pclayanan Perijinan  dan  adiministrasi
pemerintah menjadi salah satu  isu  siralegis menuju  larget
pembangunan berkelanjutan. Relormasi perizinan usaha dan regulasi
merupakan salab satu agenda prioritas nasional demikian halnya bagi
Pemernintah Daerah Provinsi Papua Barat, Sistem perizinan dengan
Online Single Subsimission menjadi salah satu platform untuk reformasi
birokrasi perizinan. Melalu: platform tersebut, akan dapat meongurangi
tumpang tindih kewenangan, perizinan dan sekaligus mengurangi
birpkrasi pernizinan biaya inggl. Dengan mekanisme perizinan satu pintu
ini, maka konflik kewenangan dan ego sektoral dalam hal pengelolaan
sumberdaya alam dalam suatu wilayah diminimumkan dan sekaligus
dapat meniadakan peluang-pcluang kolusi dan nepotisme dalam proses
perizinan investasi. Kolaborasi antara teknologi informasi terbaru dan
pemikiran yang terbuka itu telah terbukti membawa perubahan yang
cukup maju dalam pemerintahan,



BE. 1su Spesifik

1.

Pengarusutamann Papua Baral scbagai Provinsi Berkelanjulan yang
mengedepankan aspek konservasi

Komitmen pengarusulamaan pembangunan berkelanjulan dan
mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai Kawasan Lindung
dinvatakan kembali dalam Deklarasi Manokwan. Pengarusutamaan isu
spesiik ini  berimplikasi pada perlunva meninjau semua  lisensi
kehutanan dan perkebunan di seluruh  Provinsi Papua  DBarat,
restrukturisasi pola ruang sehingga kondisi 708 wilayah pembangunan
kehutanan Provinsi Papus Baral menerapkan prinsip  pengelolaan
konservasi dapat tercapai. 82% wilayah Provinsi Papua DBaral
memiliki sensitivitas linggl lerhadap kerusakan lingkungan, dimana
alokasi peola ruang vang ada belum mempertimbangkan  sensitivilas
terhadap kerusakan lingkungan inl. Terdapat ketidaksesuaian pada
areal vang seharusnya dikategorikan untuk fungsi lindung sebesar
£05,22% schingga upaya penerapan prinsip pengelolaan konservasl ke
dalam RTRWP Papua Baral perlu dilakukan. Tiga Kabupaten di
Papua Barat secars voluntary telah merencanakan untuk menjadi
kabupaten konservasi yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja
Ampal vang 80% wilayahnyva merupakan kawasan lindung dan
konservasi, scrta kabupaten Teluk Wondama sebagian besar wilayah
lautnya merupakan bagian dari Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
Namun kebijakan ini masih sebatas pernyataan politik yang masih perlu
dilegitimasi melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur untuk
menjadikan sebagai kebijakan dan komitmen yvang memiliki kckuatan
hukum untuk diimplementasikan.

Keberadaan 2,7 juta hektare kawasan ekosistern esensial,
+420.000 Ha ckosistermn mangrove dan 1 juta Ha gambut berpotensi
mendukung  implementasi kebijakan Provinsi Berkelanjutan yang

mengedepankan aspek konservasi,

. Peninglkatan Kualitas Sumber Daya Hutan

Kondisi Sumber Daya TTutan di Provinsi Papua Barat dengan
tingkat deforestasi 31.228.7 Ha/tahun (2016-2017), rencana konversi 2
juta Ha IHutan (2014-2034), 13 Dacrah Alitan Sungai (DAS) dalam
kategori perlu dipulihkan, 11 kejadian bencana banjir dan tanah lonsgor



vang menerjang beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Harat pada
tahun 2018, 2 [dua] jenis satwa liar lerancam punah prioritas yaitu
burung cenderawasih merah (Paradiseae rubra) dan Kakatua Putih
Jambul Kuning (Cacatua galcrita triton) serta alokasi target penurunan
Emisi GRK di Provinsi Papua Baral sebesar 22-67 juta tonCC2e di 2020
menjadi isu-isu spesifik yang teridentifikasi dan perlu di carikan
solusinya dalam upaya mewujudkan kondisi peningkatan kualilas
Sumber Daya Hulan.

. Revitalisasi Industri Kehutanan Papua Barat

Revitalisasi industri kehutanan dalam rangka peningkatan nilai
tambah produk kehutanan menjadi salah satu isu spesilik dalam
mewujudkan produktivitas dan keragaman manfaat produk dan jasa
kehutanan. Isu revitalisai industri kehutanan ini tidak terlepas dari
upaya melakukan optimasi industri pengelolaan kayu. Diperlukan
penguatan sektor hule dan hilir kehutanan melalui insentif kemudahan
pembangunan industri on-farm skala kecil untuk pengolahan hasil
hutan tanaman.

Meskipun terdapat trend peningkatan produksi kayu bulat di
Provinsi Papua Barat, industri pengolahan kayu harus dikembangkan
lebih lanjut. Pemberlakuan kebijakan pelarangan eksport kayu bulat
keluar Papua Baral [Pergub No 28 Tahun 2008) belum terlaksana secara
haik. Dengan demikian masih banyak IUPHHK-HA yang fidak
mendirikan industri di Papua Baral kecuali TWHPPH yang integrasi
vertikal, Hal ini juga harus menjadi bahan evaluasi TUPHHK. l=in
Industri Kayu Rakyat (IKR) yang saat ini menjadi satu-satunya izin yang
diberikan kepada masvarakat adat untuk mengakses pemanlaatan hasil
hutan kayu belumlah menjawab permasalahan keterlibatan masyarakatl
dalam pengelolaan hutan yang bernilai tambah, bahkan cecnderung
berkontribusi terdadap degradasi dan deforestasi.

. Optimasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dengan luas wilayah
daratan vang ditutupi hutan mencapai 90% menjadi dilema bagi provinsi
Papua Barat dalam menyusun percncanaan pembangunan kehutanan.
Wilayah kabupaten/kota yang memiliki 50 80% kawasan konservasi
mengalami  kendala  biofistk  dalam  pemanfaatan ruang.  Dengan



demikian segala upava pembangunan hanis memperhatikan tata ruang
danitutupi aturan undang-undang yang membatasi, termasuk dalam
pengelolaannya, Wilayvah-wilayvah dengan kondisi biofisik demikian akan
membebani pembiayaan daerah maupun Negara karena dianggap belum
mampu menghasikan penerimaan bagi daerah.

Komitmen unfuk mewujudkan Provinst Keberlanjutan vang
mengedepankan aspek konservasi, isu optimasi pengelolaan konservasi
menjadi hal penting vang perlu di masukkan dalam arahan program keg
iatan pengelolaan hutan, Diperlukan upayva untuk membalikan keadaan
dari cost centre menjadi benefit centre dengan keberadaan kawasan
konservasi. Peningkatan nilai ekonomi kawasan konscrvasi melalui
usaha-usaha jasa lingkungan merupakan peluang untuk membalikan
kawasan konservasi dan coslt centre menjadi beneflit centre dan
sekaligus upaya untuk memberdayakan ckonomi masyarakal adat
melalui pola-pola pemberdayaan dan partisipasi masyarakal dalam
program-program pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat
di dalam dan di sekitar kawasan,

5. Optimasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi

Hutan produksi merupakan bagian dan kawasan hutan yang
paling luas baik secara nasional maupun di Provinsi Papua Barat,
Sesual amanat UU 41 tahun 1999 dimana hutan produksi merupakan
kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil
hutan sebagai schagai sumber pasokan bahan baku industri kechulanan
nasional serta kesejahteraan masyarakat. Seklor usaha kehutanan yang
berbasis sumber dava alam potensial meningkatkan pendapatan negara
untuk mengurangi defisit neraca perdagangan karena hampir scluruh
bahan bakuny:a berasal dari dalam negeri.

Kondisi vang terjadi secara nasional, produksi hasil hutan kayu
terus menurun discbabkan karena berkurangnyva pasokan bahan baku
kayu dari hutan alam produksi. Kayu gergajian berbasis kayu alam dari
Provinsi Papua Baral merupakan produk kayu yang masih polensial
digenjot ekspornya schingga optimasi pengelolaan hutan alam produksi
perlu dilakukan pada area hutan produksi seluas + 4 juta hektar.



6 Kepastian Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari

Implementasi  pengelolaan hutan lestari tidak terlepas  dari
kapasitas SDM pengelola hutan. Pemegang HPH/IUPHHK sehagian
besar bukan merupakan orang-orang yang sccara tcknis memahami
kehutanan, scrta kondisi imi diperparah dengan kurangnya tenaga-
tenaga teknis kehutanan yang hekerja sccara permanen pada [UPHHE.
Sebagian hesar tenaga teknis kehutanan yang bekerja di IUPHHK hanya
sebagai karyawan yang pada umumnya tidak memberikan konstribusi
nyata terhadap kelestarian hulan yang dikelola.

Sedangkan tenaga leknis kehutanan di pemerintahan  lebih
mencurahkan perhatian pada pelayanan administratii proses pemberian
izin, sedangkan upaya pengawasan teknis terhadap kepatuhan
penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari belum dialankan secara
intensif dan optimal. Kelemahan paling menonjol adalah lemahnya
pengawasan teknis terhadap implementasi TPTI, RIL, PIIPL dan SVLK.

7. Optimasi Multigun:a Hulan

Multiusaha dalam mengelola hutan adalah isu yang lengah
menghangat akhir akhir ini. Bukan isu baru tapi kini relevan di tengah
konflik lahan yang tak kunjung usai, di anlara komoditas sumber daya
hutan yang menurun, dan tuntutan terhadap sumbangan ekonomi dari
scktor kehutanan, Memandang kayu hanya sebagai komoditas hutan
terbukti membuatl degradasi dan deforestasi hutan Indonesia menjadi
parzh.

Hutan merupakan asset multiguna yang tidak saja menghasilkan
produk seperti kayu, buah, rotan, dan tetapi juga memiliki manfaat lain
secara ckologi, sosial, dan ckonomi bila dikelola dengan pendekatan
multiguna. Melalui pengelolaan multiguna, hutan tak hanya memberi
manfaat bagi kelestarian dan kualitas lingkungan, tetapi juga untuk
pertumbuhan ekonomi masyarakat, Penerapan kelola hutan multiguna
vang efektil akan meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan di
Provinsi Papua Barat vang saat ini mengalami deforestasi dan
degradasi. Isu  optimasi multiguna hutan tidak hanya terkait dengan
upaya diversifikasi produk kehutanan fetapi juga hutan harus
dikelola sedemikian rupa agar dapat menvediakan berunekaragam
pemanfastan bagi pihak terkait (stakeholders) baik secara ekologi, sosial

dan ekonomi.



8.

.

Percepatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hulan (KPH)

Kebjjakan pembangunan KPH diharapkan dapat menjadi solusi
bagi berbagai permasalahan mendasar pengelolaan hutan, seperti tala
kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, dan lemahnya kapasitas
dalam manajemen hutan. KPII dikonseptualisasikan scbagad
penyelenggara pengelolaan hutan di  tingkat tapak. Aksclerasi
pembentukan organisasi dan operasional KPII ini menjadi isu spesifik
dalam pengelolaan hutan di  Provinsi Papua Barat. Target
pembentukan 21 unit KPH di Papua Baral belum terealisasi. KPH model
vang ditetapkan juga masih belum berjalan sesuai fungsi yang
diharapkan karena masih terdapat konflilkk. KPll mempunyal  lantangan
yvang sangat krusial terkait dengan tata hutan, teritama untuk kawasan

produksi vang secara de fucto sudah menjadi kawasan open-access.

Penguatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Pemanfaatan produk kehutanan non kayu menjadi kebijakan
pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai perbaikan kualitas hidup
masyarakat vang bermukim di sekitar wilayah hutan schingga
diharapkan dapat menciptakan alternatif insentil ckonomi masyarakat
dari pengelolaan hutan. Penguatan ekonomi masyaratkan sckitar hulan
diantaranya diwujudkan dengan skema pemberian akses pengelolasn
hutan melalui Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa. Umumnya
masvarakat memanfaatkan hasil hutan untuk dibuat kerajinan baik dari
bamboo, rotan, daun pandan. Selain itu, beberapa hasil hutan
merupakan sumber rempah-rempah dan makanan yang dikonsumsi
sendiri atau dijual. Sistem penjualan dan pemasaran belum dilakukan
secara sistcmatis dan terstrutkur dengan baik. Jemis-jenis hasil butan
bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat melalui kelola akses
masyarakal dapat dilihat pada Gambar 8.



FEEREE LOh e
R 6.7

Gambar 8 Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu vang
dimanfaatkan masyarakat melalui  kelola
akses masyarakal

10. Akselerasi Perhutanan Sosial di Papua Barat

Kesenjangan dalam pemberian hak pemanfaatan hulan peria
dikorelesi dengan memperluas hak pemanfaatan kepada masyarakat
melalui berhagai skema, dimana skema yang saat ini dikembangkan dan
menjadi kehijakan strategis adalabh Perhutanan Sosial Namun
demikian masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasinya.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Perhutanan Sosial
periu lerus dilaksanakan dengan memperbaiki sistem yang lelah ada.
Perbaikan sistem dalam implementasi Perhutanan Sosial diantaranya
melalui  sinkronisasi kebijakan Perhulanan Sosial dengan konscp
reforma agraria dan penguatan kelembagaan proses pemberian fjin dan
pasca ijin baik. Koordinasi dengan pemerintah pusat periu digalalkkan.
Pelaksanaan Perhutanan Sosial sclama ini belum dilaksanakan secara
komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proscs implementasinya.
Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi Perhutanan Seosial perlu
dibuat secara komprehensif dari hulu sampai sampai ke hilir dengan
membuat atau menguatkan kelembagaan yang ada. Implementasi
Perhutanan Sosial dapat dilakukan melalui penguatan KPH (legalilas
dan legitimasi) dimana Perhutanan Sosial dapat diintegrasikan ke dalam
program Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Kurang lebih 579.523 helktar Kawasan l[lutan Papua Barat
dalokasikan untuk dikelola melalui skema skema perhutanan sosial.
Secara umum kawasan hutan yang diarahkan untuk akses masyarakat
schagian besar berada di 5 Kabupaten yailu Teluk Bintuni, Sorong
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Selatan, Sorong, Kaimana dan Fakfak. Namun demikian sccara legal
formal baru 6% aksces kelola vang telah diberikan dibandinglkan dengan
arahan /alokasinya, vailu 1 Hutan Kemasyarakatan secluas 250 Ha dan
15 Hutan Desa seluas tfolal 34,567 Ha. Berdasarkan wilayah
administrasi kabupaten/kota, akses masyarakat dalam pengelolsan
hutan sampai saat ini berada di empat kabupaten/kota dimana 77%
herada di Kabupaten Fakfak. Sebagian besar alokasi Hutan
Kemasyarakatan dan Hutan Desa  ini berada di Hutan Lindung [48%]
dan Hutan Produksi Terbatas [41%]).

Peningkatan akses masyarakat adat terhadap sumberdaya hulan

Secara legal formal belum ada akses masyarakat berupa Hutan
Adat di kawasan hutan Provinsi Papua Baral. Masvarakat adat telah
kehilangan haknya terhadap Sumber Daya Hutan dan hanyakehilangan
kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya sehingga
tercaliup (enclave] dalam kawasan hutan yang secara de [acto diakui
sehagai “ibu kandung” yang telah menopang sistem ekonomi, ckologi
dan sosial budayva bahkan religiusitas bagi kclangsungan hidupnya
secara lintas generasi, Hal ini menunjukan bahwa ada upaya sistemalis
untuk meniadakan hak masyarakat hukum adat dalam praktck
pemanfaatan sumberdayva alam. Akhirmnya kondisi ini menyebabkan
terciplanya situasi konilik dan praktek pelanggaran menjadi sesuatu
vang wajar dan normal. Perburuan kayu dan perambahan hutan
menjadi scsuatu yang lazim dalam kehidupan masyarakal. Sehingga
membuka peluang masulmya pelaku oportunis dan rent sccking untuk
melakukan praktek perburuan kayu dengan memanfaatkan kelemahan
masyarakat. Ironisnya praktek perburuan kayu  justr kebanyakan
dilalukan pada areal bckas tebangan HFH yang telab ditinggalkan
sebagal persediaan tegakan (standing stock), bahlan masih ada yang
dilakukan di wilayah konsesi aktif.

Merujuk Putusan ME 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa
Undang-Undang khusus masyarakat hukum adat merupakan mandat
konstitusi untuk itu diperlukan UU baru mengenal masyarakat hukum
adat. Salah satu  kendala dalam mempercepat implementasi penelapar
hutan adat adalah kendala dalam mempercepat peraturan daerah
mengenal masyarakat hukum adat dan [asilitasi pasca penetapan hutan

adat. Provinsi Papua Barat lelah menyusun rancanan perdasus
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perlindungan, pegakuan dan pemberdayasn masyarakat hukum adat,
schingga alcan menjadi dasar dalam pembentukan hutan adat.

. Partisipasi Publik dalam pengelolaan hutan Papua Barat

vang melibatkan nilai, power, kewenangan, hak dan kewgjiban
dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui interaksi pemerintahan
masyarakat dan dunia usaha baik informal maupun formal, dalam skala
lokal, nasional maupun global agar hutan lestari dan masyarakat
sejahtera. Stakcholder bidang kehutanan memiliki penilaian yang
berbeda terhadap manfaal sumberdaya hutan yang dapat dikelola
dengan  stakeholder bidang lIainnya., Hal ini menyebabkan sering
timbulnya egosenirisme dalam upaya-upaya pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, Siapa melakukan apa dan seberapa jauh
kewenangannya merupakan kunci untuk melihat peran masing-masing
stakeholders.

Di masa depan, partisipasi masyarakal lidak hanya menjadi
pelengkap dalam pengelolaan hutan, tetapi diarahkan untuk menjadi
subyek dalam pengelolaan hutan. Kebijakan pemberian hak kepada
masyarakat untuk memanfaatkan hutan perlu dilanjutkan, Daik hak
akses maupun hak aset. Kebijakan ini diharapkan menjadi kebijakan
prioritas dalam mengurangi lingkat kemiskinan masyarakat sekilar
hutan.

Percepatan Proses Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Akibat proses padu serasi vang belum dilakukan oleh tim terpadu
(timdu) Provinsi Papua Barat antgara RTRWP dengan RTRWK, maka
terjadi kesenjangan kebutuhan ruang untuk berbagai kepentingan
selttoral. Berdasarkan data sementarn RTRWP perubahan fungsi
kawasan hutan menjadi areal penggunan lain [(APL) di Papua Barat
sampai tahun 2028 seluas 639.739 hektar. Hal ini menunjukan bahwa
pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk tetap
mempertahankan 70% wilayahnva sebagai kawasan hutan. Namun
disisi 1ain berdasurkan data RTRW Kabupaten/kota ternyata angka yvang
ditetapkan 2.012.273 hcktar. Artinya ada selisih sebesar 1.372.534
hektar dari luas vang direncanakan. Memaksimalkan keterlibatan
pemda kabupaten/kota dalam proscs penvusunan dan penetapan
RETRWE merupakan hal penting vang harus dilakukan. Sasarannya
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adalah unluk mendapatkan data dan informasi terkini tentang rencana
pembangunan daerah di kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota
telah menyelesaikan RTRW dan telah siap untuk diperdakan menjadi
dasar perlunya percepatan proses penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi (RI'RWP] sehingga scgera dapat dijadikan acuan dalam
dokumen perencanaan pembangunan lainnya scperti halnya Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pemantapan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Konflik lahan yang sangal marak di kawasan hutan merupakan
persoalan yang sangat menghambat kinerja pengelolaan hutan. Ada
beberapa faklor yang menyebabkan konflik lahan, antara lain persoalan
ketidakpastian batas areal kerja, banyaknya klaim masyarakat adal/
setempat. Luas kawasan hutan di Papua Baral di luar areal penggunaan
lain {APL) adalah = 9,3 juta hektar dimana pada kawasan ini sekarang
sedang beroperasi 23 IUPHHK, 26 perusahaan tambang, mineral dan
gas bumi, serta 12 perkebunan. Hal ini menunjukan bahwa minal
investasi di lnar sektor kehutanan cukup tinggi dan memberikan
dampak langsung terjadinya tumpang lndih pemanfaatan  dan
penggunaan kawasan hutan seluas heklar, Perccpatan lata batas dan
penetapan kawasan huta yang dapat diterima olech semua pihak terkait
[stakeholders) yang ada dengan pertimbangan ekologi, ckonomi dan
sosial budava menjadi sangat relevan untuk mewujudkan kondisi status
dan fungsi kawasan hutan yang mantap dimana kepastian kawasan

hutan adalah menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan hutan.

Mengelektifkan Upaya Pencgakan Hukum Sektor Kehutanan

Ffelktifitas penegakan hukum sektor kehulanan menjadi salah
satu isu yang relevan dengan kondisi aktual saat ini JARINGAN
Advokasi LSM Papua Barat menilai, upaya menjerat pelaku kejahatan
sektor kehutanan dan perkebunan di Papua Barat, masih lemalb. Sebab,
pendekatan vang digunakan penegak hukum (Kejaksaan) lebih pada
regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Kchutanan, Undang-Undang
Linglkungan maupun Undang Undang Perkebunan.
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Pemantapan Kelembagaan Instansi Kchulanan

Kelembagaan didefinisilcan gsebagal suatu  tatanan dan  pola
hubungan antara anggota tasyarakat alau organisasi yang saling
mengilat vang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia
atau anlara organisasi vang diwadahi dalam suatu organisasi atau
jaringan dan ditentukan oleh faktor-fukior pembatas dan pengikat
berupa norma, kode elik aturan formal maupun informal untuk
pengendalian perilaku sosial serla insentif untuk belkenasama dan
mencapai tujuan bersama. Kesatuan ekosistem kawasan hutan dapat
dicapai melalui adanva proses perencanaan, pemanfaatan  dan
pengawasan dalam satu kesatman kelembagaan yang terintegrasi. Olech
karena itu, upayva untuk memisahkan kegiatan perencanaan,
pengelolaan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan serta kegiatan
pengawasan harus dilakukan oleh sat kesatuan lembaga yang
mengurusi hutan, Peninglkatan sinergi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam pengelolaan hutan dapat diupayakan melalui peninglkatan
peran koordinasi dan bantuan teknis UPT Kemecnterian LKID terhadap

pemerintah Daerah.

BAB III
ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN
PROVINSI PAFUA BARAT

Arahan kebijakan pengurusan hutan di Provinsi Papua Barat disusun

dengan mempertimbangkan karalkteristik hutan secara ekologi, ekonomi, dan

sosial budaya. Arahan indikatif pengurusan hutan provinsi juga disusun

disusun sesuai dengan arahan pengurusan hutan nasional sebagaimana yang
tertuang dalam RKTN 2010-2030. RKTN memberikan  cnam  arahan

pengurusan hutan denguan sejumlah kriteria yang tclah ditetaplkan. Krileria

arahan REKTP sepertl vang terdapat pada Tabel 12 berikut ind.

Tabel 11
Kriteria Arahan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat

No | Arahan | Kriteria RETN ' Kriteria RETP
1. |Kawasan untuk |Seluruh kawasan Seluruh  kawasan konservasl
Konservasi konservasi tlan usulan ksiwasan

konservasi




Kawasan untuk
Perlindungan
Hutan Alam dan
Ekosistem

Tambut

Hutan Lindung, lahan
gambut dengan fungsi
lindung dan [ungsi
budidaya di luar lahan
kritis
irehabilitas:,

{Produksi
|

dan SASAran
Hutan

dan ITumné
Produksi yang -:lapatf:
!Djkﬂnversi dengan dayal
dan

dukung daya

tampung tata air finggi.

|
]

Hutan Lindung (HL) dengan

Penutupan Hutan  Primer,

Hutan Sekunder dan Hutan
Mangrove

Hutan Lindung dan Produksi
yang merupakan area gambut!
dengan kedalaman 2 meter
atau lebih, yvang tidak dibebani
kawasan |

izin  pemanfaatan

hutan (area KHG)

Kawasan resapan  air, Dlok
Perlindungan  pada  KPH,
Kawasan Perlindungan
selempat, Sempadan

sungai/pantai fdanau/wadulk,
Kawasan lindung khusus

Area yang menjadi wilayah|
FPIPIT:

3. ;Hawasan Prioritas I—Iula.tl Lindung, Hutan| Kawasan hutan dalam wilayah|

Rehabilitasi

dan Hut;ml:!
yvang dapat
Dikonversi vang berada
pada lahan gambut

dengan  kriteria  krits

Produlksi

Produksi

dan sangat krifis, serta
Kchabilitasi
Lahan,

SESArAn

|Hutan dan

serta kawasan
dengan

zonasi/blok rehabilitasi.

konservas:

i Reklamasi, lzin Pinjam|

Pakul Kawasan Hutan,)

kritis
pertambangan

DAS dan
dengan

mempertimbangkan

SDG

PenCaApaian Ketahanan

Pangan

areal|




Kawasan uniuk |

Pemanfaatan
Hutan Berbasis

Korporasi

Kawasan untul
Pemanfaatan

Hutan Berbasis

Masyarakat

| 17in1

 Hutan

Hutan Lindung dan
Hutan Produksi yang
telah dibebani
Usaha Pemmanlastan
Hasil Hulan Kayu -
HA/HT/RE

Ixitn

dan

rencana pemanfaatan

Hutan Alam,
Tanaman,

Restorasi Ekosisterm.

Kawasan Hutan yang dibeband

izin pemanfaatan serta Hutan

Produksi  sesuai dengan
arahan indikatil pemanfaatan
hatan produksi dengan
penutupan Hutan  Primer,
Hutan  Sekunder

Hutan |
Tanaman, Semak belukar dan
Lahan Garapan vang ftidak
berizin dengan luas lebih dan
7500 heltar
Mempertimbangkan '
keberadaan Kawasan
Hidrologis Gambut, kebijakan
PIPIR

Hutan Lindung dan
Hutan Produksi yvang
telah  dibebani  Izin
Hutan Desa/Hutan

Kemasyarakatan/

Hutsan Tanaman
Rakyat dan Arahan
Perhutanan Sosial,

serta llutan 'roduksi
dengan daya dukung
tata air rendah, dan

daya dukung

| pangan /energi tinggi.

Kawasan Hutan yang dibebani
berbasis
Hutan

izin pemanfaatan

masyarakat serta
Produksi atau Hutan Lindung
dengan  penutupan Hutan
Selunder, Hutan Tanaman, |
Semak  belukar dan  Lahan
Garapan yang tidak berizin
dan berada sekitar 0-10 km

dari area pemukiman.
Merupakan area Non KHG dan

Non PIPIB di dalam area
indikatif perhutanan sosial
diluar area  pemanfaatan |

untuk pemanfaatan hutan |

berbasis korporasi i
- 1




[ Non Kehutanan

Dikonversi

penutapan
permukiman,

kering
Fasos

serta Hulan

dengan dava

dan pertanian lahan
masyarakalt,
Fasum

vang dapat Mkonversi

tata air rendal

6. | Kawasan untuk | [lutan Lindung, Hutan | Hutan Produksi yang dapat |
| Produksi dan Hutan |
Produksi yang dapat

Dikonversi dengan penulupa |
hutan selain Hutan Primer

dengan | dan Hutan Sekunder, tidak
bergambut lebih dari 2 meter,
sawah, | serta UGdak dibebani izin

pemanfaatan hutan

Merupakan area Non KHG dan
Nonn PIPIE di diluar area
s0Elal,
kebijakan

Relormasi

(TORA)
Produks | imdikatil perhutanasn
menjadi bagian
Tanah Obyek

Agraria [TORA]

dukung

Secara umum tujuan utama dar arshan makro pemanfaatan kawasan
hutan tersebut adalah sebagai berikut Tabel 13,

Tabhel 13
Tujuan Darl Arahan Makro Pemanlaatan Kawasan Hutan

Mo

Arahan

Kawasan untuk Konservasi

Kawasan untuk Perlindungan
\Hutan Alam dan Ekosistcm

(zambut

Pemanfaalan

L

Diarahkatt untuk konservasi sumber

daya hutan. Dalam pengelolaannya
berprinsip pade perlindungan,
:pmagawetan dan pemanfaatan sccara
| lestari dan mempertimbangkan aspek
sosial, linglungan dan ekonomi

Diarahkan untuk Iﬁéliﬂdungi ekosistem

dan seria
karbon.

kedepan dapat dilakukan dengan tanpa

gambut
Pemanfaatan

hutan alam

penyediaan
tujuan

meninsrallan L aIm Ay,

misalnya untuk pemanfaatan

lingkungar, HHDEK,
kawasan dengan tlanpa

fungsi perlindungan,

Jasa

pemanfaatan |
|

1
gistem  tata sar)

mengurangi

| serta pengendalian emisi




3. Kawasan Prioritas
Eehabilitasi

4. |Kawasan untuk Pemanfaatan

Hutan Berbasis Korporasi
i
|

Disrahkan untuk pl’.]‘t.‘f!pill:ill‘l r&ihll_u'[lT,dE
kkarena kondisinva berada dalam wﬂajrdh
DAS kritis dan areal bekas
pertambangan melalui usaha reklamas,

revegetasi AU sipil teknis

konservasi tanah dan air. Apabila proses
‘rehabilitasinya  telah selesai dapat
‘dilakukan pemanflaatan sesual [ungsi
dan divpayakan unituk pemberdayaan
\masvarakat

Idgrahkan untuk ru:maniaatén hintan |
berbasis korporasi dengan berbagai
slkema antara lain IUPHHK-HA/HT/RE
serta kemitraan dengan masyarakat

sekitarnya.

|

Kawasan untuk Pemanfaatan

Hutan Berbasis Masyarakal

Kawasan Hutan ini fujuan utamnya

diarahkan untuk pemanfaatan hutan
berbasis masyarakal dengan berbagai |
skema antara lain TR, 11Km, HD. Pada fl
kawasan ini diharapkan peran scrta |

dan akses masyvarakat terhadap sumber

dava hutan menjadi terbuka.

. Kawasan untuk Non Kehutanan

| Kawasan ini merupakan kawasan yang
distupkan untuk pemenuhan lahan bagi
masyarakat dan untuk memenuhi
kebutuhan sektor non  kehutanan.
Proscsnya tetap melalui prosedur sesual

ketentuan peraturar perundang-

undangan

Hasil analisis spasial berdasarkan kriteria 6 jenis arahan pemanfaatan
Provinsi Papua Barat menghasilkan 2 kawasan dominan vaitu kawasan untuk
perlindungan hutan alam dan gambut seluas 3.550.761 ha (34.52%) dan
kawasan untuk konservasi scluas 3,123,184 ha (30.36%) yang terdiri dari

kawasan untuk konservasi daratan dan perairan. TTasil analisis sclengkapnya

disajikan pada Tabel 14.



Tabel 12
Arahan Indikatif Kebijalkan Pengurusan Hutan
Provinsi Papua Baral 2022-2041

| No [ Arahan RKTP ~ Luas Persentase
i1 Kawasan unfuk Konservasi 1.700.526 16,53%
| (daratan)
2 " |Kawasan untuk Konservasi| 1.422 685 13,83%
.l {perairan)
3 Kawasan untuk Perlindungan 3.550.761 34,52%
Hutan Alam dan Ekosistem |
Gambut |
4 Kawasan Prioritas Rehabilitasi | 753.012| 7,329,
'3 Kawasan untuk p-emsr_nf‘a:aiani 2,669,824 25,95%
hutan berbasis korporasi
(3] ghisaw:asan untuk Pemanfastan | 80518 0,78%
Hutan Berbasis Masyvarakat
E E. Kawasan untuk Non 110.127 1,0'?%;
Kehutanan |
; J;'T'mj;ﬂ Daratan 8.864.371 86,17% |
| Total Daratan dan Perairan 10,287.056 | 100,00% |

3.1 Kawasan untuk Konservasi

Arcal kawasan untuk konservasi yang tertuang dalam BKTP ini adalah
seluruh kawasan konservast dan usulan kawasan konscrvasi di Provinsd
Papua Baral. Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan,
luas arahan kawasan konservasi berupa hutan konservasi daratan seluas
1.398.783 ha. Sisanya, scluas 1.422.685 ha merupakan kawasan konscrvasi
berupa perairan yang terdiri dari bagian TNL seluas 725.655 ha dan berupa
KSAL seluas 697.030 ha. Dengan demikian luas total kawasan konservasi di
Provinsi Papua Barat adalah seluas 2.821 468 ha. Secara umum orientasi
pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk pemanfaatan secara lestari
seluruh potensi  kawasan. perlindungan  penvangga kehidupan dan
pengawetan  plasma nutfah. Alokasi  indikatif arahan  kawasan  untuk
konservasi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Baral
disajikan pada Tabel 15.



Tabel 13
Alokasi Arahan Indikatif Kawasan Untuk Konservasi Masing-Masing
Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

I Kabupaten, Kota | Luas [ha)
!
Fak Fak i 37,749.48 |
Kaimana B | 131.876.14 |
| Kota Sorong 1,065.52
Manokwari B - 130,888.88
 Manokwsari Selatan 25,821.39
!M.:wbrd[ 21,325.42 |
| Pegunungan Arfak 143,641.76 |
| Raja Ampat 396,033.84
‘Sorong 7,163.82
‘Sorong Selatan 11,885.64
| Tambrauw 545,304,93
'Teluk Bintuni 161,940.15
Teluk Wondama DR e

Alokasi arahan kawasan uniuk konservasi terdiri dari beberapa
kawasan sesual dengan penetapan fungsi kawasan tersebut. Pada RKTP
Papua Baral areal tersebut adalah:

A. Cagar Alam

Luas total cagar alam yang ada di Provinsi Papua Baral adalah
1.670,733 ha vang tfersebar pada I7 cagar alam di Kabupaten/Kola
Provinsi Papua Baral (Tabel 16). Cagar alam ini sebagian besar terdapat di
Kabupaten Raja Ampat, vaitu terdapat ¥ cagar alam. Berdasarkan status
kepastian pengelolaan kawasan, 15 Cagar alam felah ditetapkan dan 2
Cagar alam masih dalam status penunjukkan schingga harus ditingkatkan
statusnya untuk mendapatkan kepastian pengelolaan. Secara umum
kawasan cagar alam terbagi kedalam blok perlindungan, blok religi,
budaya dan scjarah, blok rehabilitasi dan blok khusus. Penataan blok ini
secara teknis didasarkan pada P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 ftentang
Petunjuk Teknis Penvusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestanan Alam. Arahan
blok perlindungan adalah sebagai area  perlindungan keterwakilan
keanckaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan. Arahan
pengelolaan  blok religi, budava dan sejarah waitu sebagai area
perlindungan fpelestarian  situs  religi, budaya dan sejarah. Arahan
pengelolaan blok rehabilitasi yaitu sebagai area pemulihan ekosistem baik

secara alami dan restorasi yvang dapat dilaksanakan secara kolaboratal



bersama masyvarakat. Arahan pengelolaan blok kKhusus yvaitu pengelolaan

kolaboratif dengan pemerintah dan masvarakat, area ini areal vang

mengalam pembangunan fisik pengembangan daerah seperti, jalan,

sarana listrik, pembangunan dam dan lain sebagainya, termasuk areal

perkampungan penduduk, perladangan tetap dan beberapa potensi wisata

yvang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kondisi secara aktual

hampir semua cagar alam telah dilakukan penataan areal dan terdapat 5
cagar alam yang telah disahkan Rencana Pengelolaannya. Cagar alam yang
belum disahkan Rencana Pengelolaan hatus segera melakukan penataan

areal dan menvusun Rencana Pengelolaan scbagai panduan pengelolaan.

Tabel 14

Cagar Alam Pada Arahan Alokasi Untuk Kawasan Konservasi Masing-Masing
Kabupaten/Kota Ih Provinsi Papua Baral

! mbﬁﬁcnf Nanﬁag;igar Status Dasar Hukum I'EE:‘_JE
| Fakfak CA Peg. Faldak | Penetapan SK Menhut Nomor| 34.391
" | 650/ Kpts-11/1999
"Kaimana CA Peg. | Penetapan | SK. 3583 /Menhut- | 28,059
Kumawa VII/KUH /2014
‘Manokwari | CA Peg. Arlak | Penetapan SK Menhut Nomor| 68.325
' Selatan 783 /Kpts 11/92
‘Manokwari | CA Peg, | Penetapan SK. 2813/Menhut- | 478.049 |
| Tambrauw VII/KUH/2014
 Selatan ‘
Raja Ampat | CA Pulau | Penclapan | SK. 3689/Menhut-| 96.688
Waigeo Barat _ VIIJKUH/2014 _
Raja Ampal |CA  Pulau | Penetapan 5K Menhut Nomor | 16.749
Batanta Barat | 568/ Kpts-II/91
Raja Ampat | CA Pulau | Penetapan | SK. 5532/Menhut- | 61.640 |
. Salawati Utura VII/KUH /2014
| Raja Ampat CA Pulau | Penetapan SK. 5406/Menhut- | 115.057
: Misool Selatan VI KUH /2014
| Raja Ampat | CA Pulau Punttipan SK. 3689/ Menhut- | 104.413
Waigeo Timur VII/KUH/2014
Rajo Ampat | CA Pulau | Penelapan | 3K, 5533/ Menhul- 2.927
Koliau VII;KUH /2014




| Raja Ampat | CA Torobi Penunjukan | SK Menhut || 2.002
| No.783/Menhut-
| 11/2014
| Raja Ampat | CAL Pulau | Penunjukan . SK Mecnhut | 10.828
Kofiau | No.783/Menhut-
(Guabungan | /2014
TWAL Tasiran |
Baju dan SML -!
Pulau Kofiau)
“Tambrauw | CA Peg. | Penctapan | SK. 2843/ Menhut. | 359.528 |
Tambrauw | VII;KUH/ 2014
| Utara _ |
Tambrauw ica Pantal | Penetapan | SK Menhut Nomor 63|
| Sausafor | 524 /Kpts-II/ 1999
Teluk | CA Teluk | Penctapan | SK. 3121/Menhut- | 135.102 |
Bintuni | Bintuni VII/KUH/2014 ,
Teluk | CA Wagura | Penetapan 37/Menhut- 47 568 !;
Bintuni | Kote 11/2010 |
Teluk [ca Peg. | Penctapan | 595/ Kpts-11/92 73.022 |
Wondama | Wondiboy 1

B. Suaka Margasatwa
Luas total Suaka Margasatwa yang ada di Provinsi Papua Barat

adalah 4 880 ha yang tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua

Barat {Tabel 17). Terdapat 4 suaka margasatwa, vaitu Suaka Margasatwa
Mubrani Kaironi dengan luas 170,53 ha, Suaka Margasalwa Pulau Sabuda
dan Pulau Tatamiga dengan luas 4.601,15 ha, Suaka Margasaiwa Pulau

Venu dengan luas 18,16 ha dan Suaka Margasatwa Sidel Wibain dengan
luas 90,10 ha. Berdasarkan surat keputusan KSDAE, ielah dilakukan

penataan blok pada SM Sidei Wibsain,

S5M Mumbrani-Kaironi dan SM

Pulau Venu sedangkan 3M Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga sudah
dilakukan penataan blok tetapi dala spasial belum tersedia. Penataan blok

pada suaka margasatwa terdiri dari blok perlindungan, blok rehabilitasi,

blok pemanfaatan dan blok khusus.



Tabel IS

Suaka Margasarwa Pada Arahan Alokasi Untuk Kawasan Konservasi Masing-
Masing Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

Fak Fak SMIL P.Sabuda dan | Penunju | SK Menhut Nomor
P Tuturuga kan 832 /Kpts-11/ 1993 4.601,1
3
| Kaimana | SM Pulau Venu Penunj | SK Menhut
ukan No.783 /Menhut-II/2014 18,16
Manokwari | SM Sidei Wibain | Penunj | SK  Menhutbun  Nomor |
! ukan | 891/Kpts-11/1999 90,16
Manokwari | SM Mumbrani- | Penunj | SK  Menhutbun  Nomor | |
Kairomni ukan 891 /Kpts-II/ 1999 170,53 |

. Taman MNasional

Taman Nasional yang ada di Provinsi Papua Barat adalah Taman

Nasional Teluk Cendrawasih dengan luasan 1.446.383 ha. Taman Nasional

Teluk Cenderawasih merupakan laman nasional perairan laut terluas di

Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai {0,9%), daratan pulau-
pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%). Taman
nasional ini tlerletak di perairan Kabupaten Teluk Wondama, Taman

Nasional tersebut sudah dilakukan penataan blok dengan pembagian blok
schagai berikut Tabel 18.

Tahel 16

Penataan Blok Zonasi Taman Nasional Cendrawasih

=

Rlok Zona Keterangan Luas (ha)

Inti | Zona Inti 4.323,64 |
. Khusus ‘ Zona Khusus 9.636,83
Pemanfaatan Pemanlastan Pariwisata 14.701.56

Perlindungan Bahari Bahar 102.618,12 |

Rimba Zona Rimba - 25.482,32 |

Tradisional | Zona Tradisional 367.177,21 |

Khusus Zona Khusus Gm.
 Pemanfaatan Pariwisala 14.701,56

Khusus Zona Khusus 9. H30,83




| Rimba

Zona Rimba

_ﬁ:mam fazatan

Pemanfaatan Umum

‘Rimba

Zona Rimiﬁa

25.182,32
~ B37.503.62

D. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA]

2548232 |

SIS |

Luas total Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Pelestarian Alam

yang ada di Provinsi Papua Barat adalah seluas 9.425,5 ha. Sampai tahun
2020 KSA/KPA tersebut belum dilakukan penataan zona blok.

E. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam yang terdapat di Provinsi Papua Baral adalah
seluah £15.487,44 ha yvang terdind dard 4 TWA yaitu TWA Beriat dan TWA

Klamano di Kabupaten Sorong, TWA Gunung Meja di Kabupaten
Manokwari dan TWA Svrong di Kota Sorong. Berdasarkan kondisi akiual
sampai dengan tahun 2020, TWA Klamano belum melakukan zonasi blok
di Kawasan tersebut. Pembagian blok zona TWA yang ada di Provinsi
Papua Barat disajikan pada Tabel 19.

Tabel 17

Pembagian Zona Taman Wisata Alam Di Provinsi Papua Baral

" Nama | Blok Fona Luas (ha)
TWA Beriat | Khusus 16,19
TWA Berial | Pemantaatan 624,24
TWA Berial | Perlindungan  10.450,94
TTWA Beriat Rehabilitasi 141,32 |
| TWA Gunung Meja [ Khusus N 17,40 |
TWA Gunung Meja Pemanfaatun ﬁ&i,lt’:
| TWA Gunung Meja Perlindungan 462,24
' TWA Gunung Mcja Rehabilitasi ) 66,13
TWA Sorong EKhusus W
TWA Sorong | Pemanfaatan 111,50
TWA Sorong Perlindungan 1.020,35 |
TWA Sorong Rehabilitasi 1 13,2:’3‘5-
Twh Klamono Belum prnatasan 2.350,10 |



3.1 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang terdapal di Provinsi Papua
I3arat adalah Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tuwanwouwi seluas
9.087,90 ha ditetapkan berdasarkan SK No 430/ Kpts-I1/92, Hutan Pendidikan
dan Pelatithan Kehutanan Tuwanwouwi ini berada di wilayah Kabupaten
Manokwari dengan pengelolaan dilakukan olech Balai Latihan Kehutanan
Manolwari. KIHHDTK tersebut belum melakukan penataan blok zonasi.

3.2  Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambul

Alokasi kawasan unfuk perlindungan hutan alam dan Ekosistem
gambut mengacu pada areal vang berada pada kawasan hutan lindung,
kawasan bergambut, kawasan resapan air. blok perlindungan pada KPH,
kawasan perlindungan selempat, sempadan sungai/pantai/danau/waduk dan
kawasan lindung khusus. Luas alokasi kawasan untuk perlindungan hutan
alam dan ekosistem gambut di Provinsi Papua Barat adalah seluas 3.550.761
ha tersebar di beberapa Kabupaten /Kota.

Perlindungan hutan alam dan Ekosistemn gambut mengacu pada
pelestarian kawasan lindung vang diarahkan pada arveal butan produlsi dan
hutan lindung yang termasuk dalam kawasan hidrologis gambut (KHG) dan
sekaligus berada dalam Peta Indikatif Penundasan Pemberian lzin Baru
(PIPPIL). Areal terscbut memiliki fungsi utama diarahkan untok melindungi
ckosistern hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan
kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya.
Arahan utama pemanfatan kawasan ini adalah pemanfaatan jasa lingkungan
terulama kemampuannya dalam menyimpan cadangan karbon  schingga
skema-skema perdagangan karbon dapat dikembangkan pada pemaniaatan
kawasan ini. Sebaran alokasi arahan indikatif kawasan untuk perlindungan
hutan alam dan ckosistern gambut di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat
disajikan pada Tabel 20.

Tabel 18
Alokasi Arahan Indikatif Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam Dan
Ekosislem Gambut Sctiap Kabupaten/Kota D1 Provinsi Papua Baral

| Kabupaten, Kota Luas (ha)

[ Fakfak  262.341,46
| Kaimana - _ 716.295,53

| Kota Sorong 6.716,89

| Manokwari _ _ . : 87.803,36

Manokwari Selatan ; :_ 71.832,58




Maybrat 218.210,69
| Peguunungan Arfak 182.080.86
| Raja Ampat 222.766,76
iSorong . ____195.059,16
| Sorong Selatan 453.969,99
| Tambrauw 335.204,09
‘Teluk Bintuni L 640.800,8]
(Teluk Wondama : 157.679,16

3.3 Kawasan untuk Pemanfaatan Hubtan Berbasis Korporasi

Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis kKonservasi merupakan
arahan untuk Kawasan Hutan vang dibebani izin pemanfaatan serta TTatan
Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman,
Semak belukar dan Lahan Garapan vang tidak berizin dengan luas lebih dari
7500 ha. Kawasan hutan ini tujusn ulamanya disrahkan untuk pemanfaatan
hutan berbasis korporasi dengan berbagal skema antara lain Izin Usaha
Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA), Izin Usaha
Pemanfaatan [asi Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHE-HT), Izin Usaha
Pemanfaatan Hasi Hutan Bukan Kayu (TUPHHBE], TUPHHK-Restorasi
Ekosistern (RE). TUPHHEK-HA adalah izin usaha wvang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi
melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, penanatnan, pemelibaraan,
pengamanan, dan pemasaran. Scdangkan [UPHHEK-HT adalah izin usaha yvang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada
hutan produksi melalui kegiatan penyviapan lahan, pembibitan, penanaman,
pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Selain izin usaha pemanfaatan,
pada kawasan ini juga diarahkan untuk pemanfaatan korporasi melalui izin
pinjam pakai kawasan hutan {IPPKH).

Berdasarkan data spasial saat ini di Provinsi Papua Barat Kawasan
hutan sudah dimanlaaikan oleh perusahaan wvang memiliki ijin korporasi
dengan luas total 3.227 374 ha mencakup 22 IUPHHK-HA dengan luas lotal
2992 308 ha, 1 [UPHHE-HT dengan luas 100.265 ha dan 3 IUPHHBK seluas
127.554 ha dan 7 ijin IPPKH dengan luas 7.248 ha. Berdasarkan kondisi
akiual yang ada, arcal pocmanfaatan ini perlu dilakukan rasionalisasi dan
penataan ulang kembali sekaligus dilakukan bersamaan dengan penataan
batas hutan adat secara partisipatif, sehingga kawasan hutan produksi yang
ditetapkan benar benar lavak untuk penerapan pengelolaan hulan alam
produksi lestari,

Berdasarkan arahan RKTP, ijin korporasi harus berada diluar kawasan
hidrologis gambut (KHG) dan sekaligus tidak termasuk dalam Peta Indikatil



Penundasn Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Untuk itu, ijin korporasi vang
dialokasikan dalam arghan REKTP il menjadi scluas 2.669.824 ha. Sebaran
arahan indikatit pemanlaatan
korporast pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat

alokasi kawasan untuk hutan berbasis

dizajikan pada Tabel 21.

Tahel 21

Alokasi Arahan Indikatif Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis
Korporasi Sctiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Baral

| Kabupaten/Kota | Fungsi Kawasan | Luas (ha)

: H. | HP HPE o 1 Hew p
Falfalk | 371.561] 390.680! 807710 501.022
Kaimana 2.101] 287.678| 274.110] 54.758]  618.648
Kota Sorong R T
‘Manokwari . 39 | 39
Manokwari Selatan 18.298 18.299 | 36.597
‘Maybrat 105 192042 17.879, 240/  210.356
Pegunungan Arfak | 6.750 | 6.750
'Raja Ampal 2.808| 1.384,  3.068| 7.349
[Sorong ] 20.977]  2.460] 33.6290 57.066
'Sorong Selatan 18] 26.371] 21.544 100 48.033
' Tambrauw 0 3.604] 97267 32.688  133.619
[Teluk Bintuni 12| 388.324] 421.621] 23.152]  833.109
Teluk Wondama 0] 35586 87.017] 94.588] 217.191

3.4  Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Alokasi kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masvarakat adalah
untuk memberi ruang seccara luas kepada masyarakat sebagai aktor dalam
pengelolaan hutan, Scjak tabun 2015 {clah dilakukan perubahan kebijakan
untuk meningkatkan parlisipasi masyakarat dalam pengelolaan hutan dengan
menciptakan struktur kepemilikan labhan yvang adil dan mengutamakan
sumber daya hutan untuk kesejahtersan rakyat Indonesia, seperti program
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA] dan aktoalisasi Perhutanan Sosial
secara utuh dan luas, mengakui cksistensi dan memberikan ruang lebih
kepada Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan dan sumber daya
alam sekitarnya scsual kearifan lokal dan pengelahuan (radisionalnya yang
lelah berlangsung secara turun temurun, serta mendorong perusahaan swasta
untuk melibatkan atau bermitra dengan masyarakat, Dalam rencana alokasi
kawasan hutan Papua Baral. £537.523 ha Kawasan Hutan Papua DBarat
dialokasikan untuk dikelola melalui skema-skema perhutanan sosial. Skema
perhutanan sosial ini dapat berupa Hutan Kemasyarakatan (HE), Hutan
Tanaman Ralkyat (HTR); Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan
Kehutanan (KK). Namun sampai tahun 2020 izin/hak Kelola masyarakat



secara legal formal baru diberikan 16 izin, yaitu 1 izin Hutan Kemasyarakatan
seluas 250 ha dan 15 izin Hutan Desa scluas lotal 34.567 ha. Hal ini
disebabkan oleh beberapa kendala, misalnya dalam proses permohonan hutan
adal yang mensyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menctapkan
masyarakat hukum adat terkendala karena Perda yang tidak kunjung
diterbitkan olch Pemda dan DPRD sclempat.

Dalam arahan BKTP, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis
masvarakat merupakan kawasan Hutan yvang dibecbani izin pemanfastan
berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan
penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan
Garapan yang lidak berizin dan berada sckitar 0-10 km dari area pemukiman.
Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat ini tujuan ulamanya
diarahlan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai
skema perhutanan sosial. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses
masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka. Arahan indikatif
RKTP untuk pemanfastan hutan berbasis masyarakat dialokasikan seluas
20.518 ha. Sebaran kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat
pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada
Tabel 22 alokasi arahan indikatil kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis
masyarakat setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Tabel 22
Alokasi arahan indikatil kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis
masvarakat setiap kabupaten,/kota di Provinsi Papua Darat

| Kabupaten/Kola | Fungsi Kawasan Hutan | Luas (ha)
HPT HE HFK :
Fakfak  1.550.56| 6.629.74] 0.15] 8.180,46
‘Kaimana 6.533.00| 4.833.11] 4.22067| 1558777
Kota Sorong ~ 1.164.94] 1.164,94|
Manokwari 1.737.04] 11.579.46] 4.51 13.321,00
| Manokwari Selatan 213.88] 4.238.72] 4.452,60/
| Maybrat | 1.957.17 | 1.957,17
Pegunungan Arfak 10.270.13 10.270,13
Raja Ampat B | 53485 0.33 535,17/
Sorong ) _ . : 4.28 4,28|
Sorong Sclatan | 3.366.68] _52.63| 5.35) 3.424 .66/
Tambrauw  11.229.2]] 0.10 11.229,31]
Teluk Bintuni 2.150.71] _ 1.801.72] 5.4 3.957 84|
[Teluk Wondama 363.97]  6.0606.33] 2.40 6.432.69|




3.5 Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Upaya vang dapat dilakukan untuk mengatasi meluasnya lahan kritis
vailu dengan meningkatkan penutupan lahan melalui kegiatan rehabilitasi
Sctelah  dilakukan rehabilitasi

ekologisnyva dapat kembali seperti sediakala, yakni sebagal sistem penyangga

hutan dan lahan diharapkan fungsi
kehidupan (tata air, pencegah banjir, pengendalian erosi dan intrusi air laut,
serta pemclihara kesuburan tanah). Alokasi Kawasan Prioritas Rehabilitasi
diarshkan untuk percepatan rchabilitasi karena kondisinya berada dalam
wilayah DAS kritis bekas pertambangan.

rehabilitasinya telah sclesal dapal dilakukan pemanfaatan sesual fungsi dan

dan  areal Apahila proses

arahan pemanfaatannya. Kawasan rehabilitasi dalam arcal pertambangan
adalah menjadi tanggung jawab pemegang izin untuk melakukan rehabilitasi
sesuai ketentuan yvang berlaku. Sedangkan kawasan rehabilitasi yang berada
pada wilayah DAS kritis adalah menjadi tanggung jawab KPH dan BPFDAS
dalam melaksanakan rehabilitasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76
Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.,

Luas arahan indikatif RKTP untuk Kawasan prioritas rehabililasi seluas
1.054.358 ha. Arahan kawasan untuk rehabilitasi ini terdapat pada semua
fungsi kawasan. Kawasan konservasi, kawasan hutan hndung dan kawasan
hutan produksi dan Kkawasan konservasi
merupakan kawasan yang banyak memerlukan rehabilitasi. Sebaran arahan
indikatif alokasi kawasan prioritas rehabilitasi pada masing-masing
kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 23.

hutan produksi. Kawasan

Tabel 23
Lokasi Arahan Indikatf Kawasan Prioritas Rehabilitasi Masing-Masing
Kabupaten/Kota D Provins Papua Barat

[ ~ Arcal Rehabitasi (fungsi kawasan) -
Kabupaten/Kota | Hutan | Hutan ap ' HPT HPK (ha)
e | Konscvasi | Lindung -
Falfak 437| 4,375 30,015 4,752 39,578
Kaimana T 376| 10,061| 79,527| 28,705/ 118,669
‘Kota Sorong 36| 5,019 4,175 9,880 19,110
Manokwari o o] 11 16| 0,183 f},_ﬁl-ﬁl
Manokwari Selatan 5 | iR 78] 5,481 6,881
'Maybrat : 188 7,941| 1,746| 11,744| 21,619
?Pmunungs_n Arfak 8 - 8 Z i 8




Raja Ampat I 2,386] 19,349 3,272 59,552% B4,559|
Sorong i - 60[109,236] 82,518]106,174|297,998]
Sorong Selatan | : 98| 9,713 54| 18,854 28,721
Tambrauw 0 530 13,2335: 31,799 45,577,
Teluk Bintuni _ | 214/ 1,730 1,&;35:: 35,994i ;9,5&-3‘
Teluk Wondama 23,711 144 14| 8961 8,381 41,210

3.6

Kawasan untulk Nonkehutanan

Kawasan untuk non-kehutanan diarahkan pada hutan produksi yvang

dapat dikonversi dengan penutupan hutan selain hutan primer dan hutan
sekunder, tidak bergambut lebih dan 2 meter serta tidak dibeban izin
pemaniaalan hulan. Kawasan ini merupakan kawasan yang disiaplkan untuk
hutan rakyat dan untuk memenub kebutuhan sekior non kehutanan. Alokasi
arahan indikatif Kawasan untuk non-kchutanan 110.127 Ha yang
dialokasikan wuntuk budidaya hutan agroforestry,
Sebaran arahan rehabilitasi disajilkkan pada Tabel 24.

rakyat, silvopasiura.

Tabel 19
Alokasi Arahan Indikatif Kawasan Untuk Non Kehutanan Masing-Masing
Kabupaten /Kota 14 Provinsi Papua Barat

| Kabupaten /Kota hft?] Eiﬁii.fmt Agroforestry | Silvopastura !_.ruﬁfs (ha)

| Fakfak 1.122.37 5 191.98 1.314,34
[Kaimana 514.58 R 792,01 1.306.509
[Kota Sorong 2.481.06 0.29| 2481,35
P ~ 2.008.13 5.85 1.560.09 3.574,07
Manokwari Selatan 1.722.33 B TOS5.72 2.518,04
Maybrat 28676 18.03 2.639.70 2.944,49
Pegunungan Arfak 106,44 - " 106,44
Raja Ampat 205.70( 2 2.028.61 2.234 .31
Sorong 1.209.68] .67 2.138.06]  3.354,36)
Sorong Sclatan 4-?0.32'?' 4.331.69 3.637.22) H.439,23
Tambrauw 1.077.71]  16.748.65 I377.78]  22.204,14]
Teluk Bintuni | 6.249.49]  16.745.64 22170  23.211,84|
Teluk Wondama | 79.36) 36.358.34| [ 36.437,80




37 Kawasan diarahkan dengan mempertimbangkan Fungsi Hutan dan

Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Pada kawasan schagai fungsi TTutan Lindung dan Hutan Produksi yang
belum dibebani izin pemanfaatan baik oleh korporasi maupun masyarakat
dengan kondisi lahan bukan merupakan lahan krilis sehingga tidalk
dialokasikan untuk prioritas rehabilitasi serta tidak menjadi obyek reformasi
agraria maka areal ini disrahkan berdasarkan fungsi hutan dan pemaniaatan
dengan memperhatikan daya dukung daya ltampung lingkungan. Berdasarkan
hal tersebutl maka kawasan ini dapat dialokasikan sebagai berikut :

a. Pada areal vang berada pada fungsi kawasan hutan lindung dan hutan
produksi dengan jusa lingkungan tata air tinggl diarahkan untul
perlindungan.

b. Pada arcal yang berada pada fungsi kawasan hutan lindung dengan jasa
lingkungan Tata Air rendah scria Tungsi penyedin pangan dan cncrgl
rendah diarahkan untuk perlindungan sedangkan jika areal tersebut
mempunyai fungsi menyediakan pangan dan energi yang tinggi maka areal
ini dapat dilakukan pengusahaan oleh masyarakal

¢. Pada areal yang berada pada fungsi kawasan hutan produksi baik Hutan
Produksi Terbatas (HPT], Hutan Produksi tetap (HP}] maupun Hutan
Produksi dapal dikonversi (HPK) dengan jasa lingkungan Tata Air rendah
tetapi mempunyai fungsi menyediakan pangan dan energi yang linggi
mala areal ini dapat dilakulkan pengusahaan olch masyarakat.

d. Sedangkan pada fungsi kawasan hutan produksi dengan jasa lingkungan
Tata Air rendah  dan mempunyai fungsi menyediakan pangan dan energi
vang rendah, jika areal tersebut pada Hutan Produksi Terbatas (HPFT) dan
Hutan Produksi tetap (11[9 dialokasikan untuk pengusahaan korporasi
sedangkan jika berada pada Hutan Produksi dapat dikenversi (HPE]
dialokasikan untuk pembangunan non kehutanan.

Alokasi arahan indikatif Kawasan yang mempertimbangkan Fungsi
Hutan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan hidup berdasarkan
parameter jasa lingkungan tala air serta penyedia pangan dan cnergi adalah
seluas 36.739.2 Ha yang dialokasikan uniuk perlindungan (2.498.48 Ha),
pengusahaan Korporasi (9.950,10 Ha), Masyarakat dan/atau pembangunan
non kehutanan (24.281,64Ha).



BAB IV
VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

4.1  Visi.

Penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah harus dianggap
sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. Proses pembangunan
tersebut harus sclaras dan mengacu pada visi dan misi pemerintah Provinsi
Papua Barat. Provinsi Papua Barat mengusung visi Pembangunan
BGerkelanjutan Papua sebagai kebahaginan dan kualitas hidup seluruh rakyat
Papua berada pada tingkat sctinggi-tingginya secara adil dan merata. Kondisi
alam Papua. di daratan. perairan dan udara tetap lestari. Atas dasar
pertimbangan demikian. visi Dinas Kehutanasn Provinsi Papua Barat adalah:

*Terwujudnva Provinsi Berkelanjulan Berbasis Multiguna Hutan untuk
Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan dengan Mengedepankan Aspek
Konservast®

4.2 Misi.

Untuk mencapai Visl yang dinginkan. dirumuskan Misi yang menjadi
acuan semua pihak di jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sebagai
berikut:

1. 70% wilayah pembangunan kchutanan Provinsi Papua Barat
menerapkan prinsip pengelolaan konscrvasi.

2. Meningkatkan produktivitas dan keragaman manfaat produk dan jasa
kehutanan.

3. Meningkatkan akses dan penguatan ckonomi masyarakat atas
sumberdaya hutan.

4, Meningkatkan kualitas dan fungsi hutan.

5. Meningtegrasikan kelola ekologi, ekonomi dan sosial budaya melalui tata
kelola yang baik {good governance).

BAB W
INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

Pemanfaatan ruang kawasan hutan di Provinsi Papua Barat diarahkan
menjadi 6 (enam] arahan, merupakan rencana spasial untuk mendukung

pembangunan kehutanan berbasis sinergitas ekologi, ckonomi dan sosial



pembangunan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan melalui
Multipuna Hutan untuk lercapainva kescjahterasn rakyat dan kelestarian
hut:an dengan mengedepankan aspek Konservasi. Proses transformnasi polensi
manfaat ckonomi, sosial dan lingkungan sumber daya hutan menjadi barang
jasa mnyala dalam mendukung hidup dan  kehidupan kesejahiersan
masyarakat di Provinsi Papua Barat dan untuk meujudkan Visi dan misi
pembangunan kchutanan Provinsi Papua Barat dua puluh tahun mendatang

diwujudkan dengan memperhatikan indikasi kekuatan, leelemahan, ancaman

dan peluang.

5.1 identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Analisis SWOT merupakan sualu leknik perencanaan strategi yang
hermanfaat untuk mengevaluasi  kekuatan  (strenglh) dan  kelemahan
fweakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). ldentifikasi [aklor
internal dan ckstcrnal yang akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi
pembangunan kehutanan di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

1.  Kekuatan dan kelemahan

Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor yang berasal
dari internal yang dilihat dari aspek regulator. Beberapa [aktor tersebut
dipergunakan untuk mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya
penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dan kehutanan di Provinsi
Papua Barat.

&, Faktor kekuatan
Faktor kekuatan dalam memperkuat manajemen dan tingkal
pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Provinst
Papua Barat adalah sebagai berikut:
- Kawasan hutan adalah kawasan dominan di ruang wilayah Provinsi
Papua Darat;
- Areal berpenutupan hutan adalah tutupan lahan dominan hingga 90%
di wilayah daratan Provinsi Papua Barat;
Eksistensi instansi  kehutanan sebagal penyclenggara  dalam
pengelolaan hutan;
- Fksistensi masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dalam
pemanfaatan hutan;

Keanckaragaman hayati vang Unggi,



- Potensi sumber daya kayu dari hutan hutan negara;

- Potensi sumber daya hasil hutan bukan kayu;
Hutan penyedia berbagal jasa lingkungan penting;

- Keindahan landskap dan budaya lradisional yvang masih melckat di
magvarakat;
Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan dengan mengedepankan aspck konservasi.

b. Faktor kelemahan
Beberapa kclemahan yang diindikasikan  sebagai  faktor wang
memperlemah  manajemen  dan  pencapaian lujuan  penyelenggaraan
pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua Barat adalah sebagai
berikut:
- Belum semua kawasan sudah ditata batas dan dikukuhkan.
- Tata kelola lembaga pengelola hutan masih belum beralan dengan
barilke.
- Kawasan hutan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
- Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum.
- Masih rendahnva rchabilitasi hutan dan tingkat kerberhasilannya.
- Rendahnya investasi, akses modal, dan terbatasnya anggaran.
- Rendahnyva pemasaran dan akses pasar.
- Masyarakat sckitar kawasan/masvarakat adat belum sccara akul
dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.
- Masih rendahnya tingkat kesejahleraan masyarakat sckitar hutan.
- Belum ada kebijakan terkait penyelesaian konflik kawasan;.
- Minimnya kuantitas Tenaga Polhut dan kualitas SDM terutama
Penyuluh serta terbatasnya kompelensi.
- Belum tersedianya basis dala dan informasi sumber daya hutan vang
lengkap. akurat dan actual.
- Hasil-hasil penelitian dan iptek belum terimplementasikan dalam
pembangunan kehutanan,

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung,

2. Peluang dan ancaman

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor dari luar (eksternal],
vang dapat mempengaruhi pada penyvelenggaraan pengelolaan sumber daya
hutan dari aspek kemasyaraleatan. aspek regulasi. dan infrastruktur.



.

Fralctor Peluang

Faktor-faktor vang menjadi faktor peluang dalam  mempengaruhi

penvelengaraan pengelolaan sumber dayva hutan di Provinsi Papua Barat
adalah schagai berikut @

b,

Kebijakan desentralisasi sektor kehutanan,

Dukungan pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi SDA dan
ckosistcmnya.

Dukungan dunia internasional agae hutan dapat dikelola sccara lestari,
Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam
pengelolaan hutan.

Berkembangnya paradigma dan kebijakan pengelolaan hutan bersama
masvarakat.

Tingginya tingkal kepentingan masvarakat dalam pengelolaan hutan.
Adanva kebijakan multi usaha dalam pengelolaan hutan produksi.
Tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu dan hasil hutan
bubkan kayu.

Adanya peluang pendanaan dari jasa lingkungan penyerapan dan

penyimpanan karborn.

Falktor Ancaman
Terdapat beberapa faktor yang menjadi ancaman dalam keberhasilan

penvelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua Barat

untuk mewujudkan visi dan misinya. yaitu:

2.2

Dominasi arcal Provinsi Papua Barat yang mempunyal sensivitas tinggi
terhadap kerusakan lingkungan.

Meningkatnya tingkat deforetasi dan degradasi hutan,

Degradasi lingkungan akibal pemanfaatan lain di dalam kawasan.
Tingginya konflik pengelolaan hutan,

Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakal yang belum merata.
Persaingan peggunaan lahan hutan dengan aktifitas bemnilai ekonomi
tinggi.

Sebagian besar kawasan hutan bersinggungan dengan pemukiman.

Kebutuhan ruang untuk pengembangan wilayah.

Sintesis hasil analisa SWOT
Metode analisis SWOT merupakan alal yang lepal untuk mencmulkan

masalah dari 4 [cmpat] sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah



bagaimana kelkuatan mampu mengamhil keuntungan dari sebuah peluang
vang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan vang mencegah keuntungan,
bagaimana kelmatan mampu menghadapi ancaman yang ada, bagaimana cara
mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nvata atau
menciptakan sebuah ancaman baru. Jumlah nilai akhir indikator strategi
internal (kekuatan dan kelemahan) pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat
arlalah -0,53 alau dalam kondisi kuat, Sedangkan nilai total Indilkator strategi
ekslernal (peluang dan ancaman] adalah 0,06 atau dalam kondisi memiliki
peluang (Lampiran). Hasil diagram analisis SWOT kondisi pengelolaan hutan
di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada
CGambar 9 Diagram analisis SWOT pengelolaan hutan di
Provinsi Papua Barat

Posisi pengelolaan hutan di Provins: Papua Barat berada pada posisi
kuadran 3, dimana sistem pengelolaan hutan mempuyai peluang yang besar
uniuk dilakukan pengelolaan yang baik, tetapi di lain pihak menghadapi
beberapa kendala/kclemahan internal. Fokus siralegi yang lepat dalam
kondisi ini yaitu melakukan transformasi/perubahan dengan meminimalkan
masalah internal pengelolaan hutan sehingga dapat memanfaatkan peluang
vang lebih baik {tum around), melihat kondisi kedepan dengan memperhatikan
historical dan meningkatkan komunikasi/ membangun orgurdc netuork,
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Gambar 9  Diagram analisis SWOT pengelolaan hutan di
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FProvinsi Papua DGarat

dapat disintesakan kedalam matrik pada Tabel 25.

Tahel 20

Matnk Analisa SWOT

Langkah selanjutnya adalah menvusun rumusan strategi berdasarkan Matrik
Analisis SWOT, yaitu stratcgi yvang dibangun berdasarkan komponen indikator
Internal Factor Analysis Straleqgy (IFAS) dan External Faclor Analysis Strategy

(EFAS). Berdasarkan hubungan faktor tersebut, maka hasil analisa strategi

Faktor Internal

Kekuatan {Stremgth)

Kelemahan (Weakness)
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BAB VI
KEBLIAKAN IDAN STRATEGI

Pembangunan seklor kehutanan pada prinsipnya terintegrasi dengan
pembangunan sektor lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal,
Secara  vertika, pembangunan kehutanan terkait dengan pemantapan
kawasan, pengorganisasian kawasan, pengelolaan sumber daya dalam
kawasan, perlindungan dan konservasi kawasan, pengolahan hasil hutan dan
pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemasaran hasil hutan, Secara horizontal
pembangunan sektor kehutanan terkait dengan sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan,  pertambangan, perindustrian, kepariwisataan,
pemukiman, infrastrukiur dan pengembangan masyarakat, Memperhatilean
kcterkaitan antar sub sistcm pembangunan sckior kehutanan tersebut. maka
diperlukan suatu kerangka kebijakan yang mampu mengkoordinasikan dan
mensinkronisasikan antar sektor terkait untuk membentuk tata ruang

pembangunan kehutanan yang terpadu dan serasi dengan tata ruang



pembangunan wilayvah. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan sclaras
dengan isu utama dan mampu menjawab permasalahan pada isu-isu spesifik
pembangunan kehutanan di Provinsi Papua Barat. Meskipun demikian tidak
terlepas dari arahan pembangunan regional dan kesepakatan global vang
telah diratifikasi. Rumusan kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi
pembangunan kechutanan provinsi Papua Barat ini terbagi kedalam 7

kebijakan:
1. Umum.
2. Kawasan untuk Konservasi.
3. Kawasan uniuk Perlindungan hutan alam dan ekosistcm gambut.
4. kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi.
3. Kawasan untuk Pemanfaatan Hulan Berbasis Masyarakat.
6. Kawasan Prioritas Rehabilitasi.
7. Kawasan untuk Non Kehutanan.

6.1 Kebijakan Dan Strategi Umum

Untuk mewujudkan visi dan misi scsuai dengan analisis sirategi yang
telah dilakukan, menuntut perubahan tidak hanya sccara teknis saja, tetapi
juga diperlukan bentuk transformasi kebijakan dan kelembagaan agar
kebuluhan teknis tersebut bisa dilakukan. Hal-hal teknis diantaranya terkait
dengan cara mengendalikan perkembangan usaha-usaha yang berbasis
konversi hutan, upaya pemulihan kawasan lindung vang sudah ada.
Penyusunan kebijakan terkait solusi dari permasalahan yang benar di setiap
kabupaten untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk kelembagaan, melakukan
cvaluasi perangkat daerah dan struktur organisasi pemerintah daerah apakah
scjalan dengan pencapaian visi dan misi dan bagaimana transformasinya.
Mcembangun "network organik” vang bisa dimanfaatkan untuk perubahan.
Kerangka kebijakan dan sirategi umum 20 tahun kedepan dalam mewujudkan
visi dan misi pembangunan kchutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada
Tabel 26.
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Kebijakan Dan Strategi Umum

Strategl

‘Pembaharuan
sistem
Pengelolaan
dan

::I’cm:a_n faalan
Kawasan

Hutan

Transformasi  tcknologi  dan

kelembagaan

[ 2021- ]
| 2025

.'.l

Milestone

2030

2026~ | 203 1-
2035

2036- |
2040 |

Perbaikan  sistem peryjinan

kehutanan

-

Perbaikan sistem monimﬁ::,g dan

berdasarkan
'Jstandar vang tianl
obyektif dengan memanfastkan
teknologi dan informasi

evaluasi  (Monev)

lerukur

Pembangunan basis data dan
informasi kehutanan
Memperbaiki kebijakan vang ada
dengan dan
memperkuat peraturan sclaras
dengan Komilmen Provinsi Papu;il
dalam mengedepankan
aspek konscrvasi

merevisi

Barat

Ll
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[ |
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Menyusun  model  pengelolaan
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berbagai fungsi kawasan hutan

A

B

:_Pv:]ibaté.n masyarakat  sekilar|
 hutan /masyarakat adal dalam|
pengelolaan hutan untuk semua
fungsi kawasan
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;untuk masvarakat sekitar hutan|
dengan memanfaatkan potensi
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dan budaya
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Pelibatan swasla dalam
meningkatkan HHBK
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Pengembangan diversifikasi jasa
|
lingkungan dan wisata alam yang |
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masalah lenurial, pinjam pakai,
dan ftukar menukar kawasan

hutan
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Pengembangan ! Mengelola DAK-Kchutanan dan
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[Mendukung ) pernberian

msentif/disinsentl investasi|
hijau {green invesiment) oleh|
Pemerintah dan
mengintegrasikan dengan
program pembangunan daerah

Pemberian  kemudahan pr{raﬂ;‘;
perizinan  kepada swasta yang|
SECArs sunggih- sungguh

‘mengelola hutannva

Insentil kepada para pihak yang|
telah melakukan kegiatan
rehabilitasi

ch
wl
e

Mnndﬂ-ﬁ:}ng peng&mbun@m hutan
rakyat dan memberikan insentif
:Erepada yang teluh mendapatkan
sertifikat Sistem Verifikasi
L.egalitas Kayu [SVLK]

Peningkatan
penelitian  dan

pengembangan
kehutanan

_—_—_

penelitian  dan  pengembangan
(lanskap hutan. hutan alam, |
hutan tanaman, biodiversitas,|
|HHBK, pengelolaan DAS,
perubahan  iklim.  pengolahan
hasil hutan, dan kebijakan
kehutanan)

Pelaksanaan © (sembilan) temal

B

Pengem bangan pen elitian |

betrbasis kebutuhan i-

Pemanfaatan dan penerapan
‘hasil riset dan tcknologi bagi

perbaikan pengelolaan hutan

Memberikan kemudahan kepads
masyarakal untuk mengakseal
teknologi  dan  hasil  riset

kehutanan

Pola

|pengelolaan

&

v

Pengembangan ekonomi  lokal
irhm daerah berbasis  potensi




hutan
Peningkatan
| Koordinasi
lintas
sekior/kerja

sama daerah

Pembatigunan infrastruktur|+

penunjang pembangunan
kehutanan

HHBK, dan jasa lingkungan

Promosi  produk-produle ku}*u,' v

Penggunaan PDRE  kawasan |4
hutan tdalam instrument

pembangunan ekonomi provinsi

Pengelolaan daerah aliran sungai|V
vang terintegrasi

Melibatkan seluruh stakeholder ¥
kehutanan (Instansi P-Emer:ints_h,;
BUMN, Swasta, LSM, dan
masyarakat) dalam mendukung)
pembangunan kehutanan

Pengembangan
SDOM

Kehutanan

Easionalisasi  organisasi da_n‘l'\'

SDM instansi telnis kehutanan |

Peningkatan dan pengembangan |+
SDM  dengan mengoptimalkan)
Badan Diklat Daerah, lﬂmhagaE
lithang dan perguruan lingg
Pengembangan SDM kehutanan ¥

r——

sesuali komoditas unggui::—mi

|
daerah i

=]

Peningkatan kompetensi dan v
sertifikasi  SDM  kehutanan|

daerah

Peningkatan transfer IPTEK dan|v
[ |

teknologi

Memperkuat PETET dan v
kelembagaan penyuluh |

kehutanan |




IMeningkallan huﬂ.ﬁt:—:si:m' B + v

! penyuluhan melalui kerjasama

dengan instansi terkait _

\Peningkatan | Peningkatan kerjasama berbasis| I B R B

peran  seklor kesctaraan di tingkat nasional

kehutanan dan global

Provinsi di|Peningkatan peran kehutanan ¥ R v o

|tingkeat dalam kepemimpinan nasional | |

nasional  dan|dan global [

global

i Peningkatan kekuatan penetrasi|y v |V v
produk kehutanan dalam pasar| '

| nasional dan glohal .

;Hrﬁ!mnn dan|Penegakan  hukum  sccara|V J B S A

\konsistensi konsekuen dan konsisten '

penegakan i*rn}‘m[}?m—datl peningkatan [V A y A

hukum bidang kapasitas SDM Polisi Hutan | |

kehutanan Koordinasi  intensif  dengan I*-' .'J Y a
aparat hukum I

6.2  Kebijakan dan strategi kawasan untuk konservasi

Kerangka kebijakan dan strategi kawasan unmk konscervasi 20 tahun
kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi
Papua Baral disgjilkan pada Tabel 27. Kebijakan perlindungan sistem
penyangga kehidupan meliputi pemantapan kawasan. penguatan kapasitas
kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam serta penesakan
hukum. Pengawetan keanekaragaman hayati (KEHATI) diarahkan pada
kegiatan-kegiatan pengelolaan KEHATIL baik keanckuragaman genetik, jenis
maupun ckosistem. Pengelolaan beberapa kawasan ekosistem esensial periu
dioptimalkan sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Upaya
ini perlu didukung dengan pemnantapan kawasaan dan zonasi. kapasitas
kelembagaan unit pengelolaan kawasan konservasi serta peningkatan sumber
daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan.

Pemanfaatan di kawasan konservasi dalam 20 tabun ke depan dapat
dikembangkan pada produk-produk hasil hutan bukan kayu dan jasa
lingkungan, scperti wisata alam, KEHATI, karbon, air, dan energi panas bumi.




Berbagai faktor pendukung dalam pengembangannya perlu disispkan antara

lain regulasi yang tepat. informasi yang lengkap dan akurat. inovasi teknologi

produksi dan pengolashan hasil hutan bukan kayu, valuasi jasa lingkungan,

dan akses pemasaran. Pengelolaan kawasan konscrvasi ke depan perlu

didukung dengan pemantapan pengelolaan. baik dari Segl  Perencanann

maupun kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat di daerah

penyangga. schingga diharapkan kawasan konservasi dapat mengembalikan

fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan sccara mandini dan

terwujudnya kesejahteraan masyarakal.

Tabwl 22

Kebijakan Dan Sirategi Kawasan Untuk Konservasi

menghilangkan fungsi konservasi

[ Milestone
Kebijakan Strategi 2035-13027-|2033 2037
) 2026 2031 |2036 |2041 |
Penguatan iPemantapan kawasan konservasi|v v v "
Pemmanfaatan  [dan zonasi blok
'SDA Perencanaan pengelolaan kawasan| v + 'l v
Perlindungan  [konscrvasi secarn terpadu dengan I
dan Pelestarian | melibatkan semua  pomangku
Alam kepentingan .
| Restorasi kawasan konservasi yang| v A R e
terdegradasi I’ :
Eksplorasi KEHATI dan jenis-jenis |y < v 3
bermantaat
Meningkatkan peran masyarakat|y Kl T
dalam P2K3(Pemaniaatan. |
\Perlindungan. dan  Pengawctan
Kawasan Konscrvasi)
Mendukung percepatan{¥ [ [+ .F*-.'
pembentukan kelembagaan '
konservasi VHIE tandiri
| (RPHK/BLU} pada l'aman nasimm_lf
' sesuai kewenangan vang dimililki _
Perubahan  oricntasi  kawasan|v W W W
(konservasi vang mandiri (dari cost
center menjadi profit center] tanpa




———

' |f}p!1'1‘n;ﬂisasi_' pemanfaatan jasa|V
Tlingkungan dan ekowisata

' K]

6.3 Kebijakan dan strategi kawasan untuk perlindungan Hulan Alam dan

ekosistem Gambut

Mengingat fungsi kawasan perlindungan yang penting dalam menjaga
sumber daya air dan tanah. maka pemanfaalannva dilakukan sccara terhatas,

Selain sebagai penyimpan air, ckosistem gambut merupakan suaty ekosistem

vang unik dan rapuh {fragile] schingga apabhila lergangma akan mudab rusak

dan rentan terbakar. Pemanfaatan vang sesuai untuk kawasan perlindungan

ini meliputi pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Kerangka kebijakan dun strategi kawasan untuk perlindungan hulan alam

dan ckosistem gambut 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi

pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 28.

Tabel 23

Kebijakan Duan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Tlutan Alam

Dan Ekosistem Gambut

Milestone
Kebijakan Strateg 2022 [2027-|2032-]2037-
2026 |2031 (2036 (2041
Elﬂfmtan Mendorong perlindungan ekosistem|y = |4 v A |
Pemanfaatan hutan dan gambut dalam kerangka
SDA lokkal perubahan iklim dan pelestaran
luntuk keanckaragaman hayati.
keseimbangan  [Menyusun  dan|v v v v ]
lingkungan Mengimplementasikan Strategi '
Daerah REDD+ (berbasiskan pada
Restranas REDID+ dan kebutuhan
dacrah) | .
Perencanaan pengelolaan kawasan(V |V v ¥ |
iperlindungan hutan alam  dan :
! gambut secara terpadu dengan !
melibatkan  semua  pemangku| |
kepentingan |
Mengimplementasikan progiram | Y y ¥ I
pengelolaan  hutan  alam  yang :




berkelanjutsn  sejalan  dengan
kebijakan PIPIR

pengelolaan gambut vang
berkelunjutan sesuai dengan [ungsi

lekosistern  gambut  dalam  unit !

pengelolaan  Kesatuan llidrologis

Gambaft

Mengembangkan kelembagaan dan|v [
penimngkatan perin seris
[ masyarakan dalam  pengelolaan |

| kawasan perlindungan hutan alam

dan ckosistem gambul.

6.4 Rebijakan dan sirategi kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis

korporasi

Kebijakan dan strategi ini dilakukan di kawasan hutan produksi sebagai
upaya pemenuhan bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat.
Upaya optimasi peningkatan produklivitas hutan dapat dilakukan melalgi
prinsip pengelolaan mulliguna hutan. Kerangka kcbhijakan dan strategi
kawasan untuk pemanfaatan hutan herbasis korporasi 20 tahun kedepan
dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kchutanan Provinsi Papua
Barat disajikan pada Tabel 29.

Tabel 24

Kebijakan dan strategi kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Mengimplementasikan program |V & y (v

[ Milestone
Kebijakan | Sirategi 2022-|2027-[2032-[2037 |
| 2026 (2031 2036 |2041 |
ﬁ;‘ning_]{ﬁt&n _R:dsiuna_]iMHmha hasil hutan & I P ]
produkiivitas  [Memiasilitasi intensifikasi pmduiiz:ai;m' BE Y &

‘hasil hutan hasil  hutan  kayu dengan

;.mengedtpurﬂcan penerapan prinsip
pengelolaan hutan leslard




Memfasilitasi  penerapan  sistern|v [ y ¥
multi guna/mulli usaha hutan dala
meningkatkan produktivitas hutan |
| produlksi

Mfmfﬂﬁﬂlldﬁl upa}.-;.g. diversiflkasi|y : N = Y
dan peningkatan nilai tambah haaill |

'hulan

o=
-
-
-

:Ras'iun:ﬂisﬂsi kapasitas dan lokasi
Indusiri Pengolahan Kayu dan Hasil| -
!Hutan Bukan Kayn [

Mendukung pengembangan | v v BE W
komoditas sirategis kehutanan di

masing-masing daerah . |
Penelapan  wilayah-wilayah  di v 4 v |4

kabupalen/Kota  scbagai  pusat

produksi hasil hutan tertentu |
: ! 4, |

0.3 Kebijakan dan strategi kawasan untuk Pemanfaatan Hulan Berbasis

Masyarakat

Kebijakan dan strategi pengurusan kawasan untuk pemanfaatan hutan
berbasis masyarakat diarahkan untuk keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai implementasi paradigma baru
pengelolaan hulan yaitu pengelolaan hutsn berbasis masyarakat [community
bused forest management). Pengelolaan hutlan berbasis masyarakal pada
dasarnya menuntut adanya peranserta aktifl masyarakar dalam keseluruhan
tahapan kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan. Kerangka
kebijakan dan  sirategi kawasan untuk pemanfastan  hutan  berbasis
masyarakat 20 tahun kedepan dalam mewlijudkan visi dan  misi
pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 30,




Tabel 25

Kebijakan Dan Strategi Kawasan Untuk
Permnanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Kebijakan

Strategi

ﬁ:ningkﬁlan
akses dan
peran
masyarakat
dalam

| pengelolaan

dan
pemanfaatan

hutan

| penyelesaian konflik

‘Mendukung kebijakan pusat guna

: pengakuan Hulan Adat

lindustri ikulannya sesuai dengan

Milestone

20272-
2026

2031

2027-12032
2036

2037-

12041

daerah
masvarakat huloum adat.

Peruturan terlait

+

| Peratiiran daerah dalam

"‘vll

keberadaan
masyarakat adat sekitar hutan

Inventarisasi

|

Percepatan realisasi  perhutanan

s0sial

prlibatan masyarakat dalam

berbasis

pemanfaatan hutan

korporasi (cth: 10% dari areal harus
dikelola bersama masyarakat)

N

Memfasilitasi  kebutuhan dalam|

ranghks perbaitkan

melkanisme

Mendu kung . pfrm bitaan dan|

pengembangan Hutan Rakyat dan

kewenangan dan tugas Provingi

\kalaborasi dan kemilraan dengan

v

Memliasilitasi peningkatan

masvarakat

(dalam

Penguatan usaha mikro kecil dan)
menengah di  bidang usaha

kehuianan

Memlasilitasi pendampingan.

transfer pengetahuan dan teknologi

penguatan kapasitas

pemantaatan sumber dayva hutan

R

masyarakal dalam pengelalaan dan




Memfasilitasi penerapan teknologi|V W ! W
produksi hasil  hutan  untuk
meningkatkan nilai tambah hasil

'hutan

6.6 Kebijakun dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Kegialun tehabilitasi ditujukan untuk percepatan pemulihan tanah
kosong atau lahan terbuka, miskin riap dan tegakan dengan pertumbuhan
yang rendah untuk mempercepat penulupan lshan. Pada kawasan ind
diterapkan sistemn silvikultur pada hutan tanaman disamping silvikultur
intensif yang meliputi seleksi jenis ungsul, manipulasi lingkungan tapak, dan
proteksi tanaman. Kerangka: kebijakan dan strategi kawasan Kehabilitai
melalui Pemuliban Ekesistem untuk 20 tahun kedepan dalam mewujudkan
visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada
Tabel 31.

Tabel 26
kebijakan Dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

—_— L — s PE T

Kebijakan Strategi

Mil&m.{mrj

2022-2027-[2032-| 2037 -|
v o= = | K 2026 |2031 2036 |204 I ]
Percepatan Mendukung  diversifikasi  pola|V A iy 4

rehabilitasi rchabilitasi di seluruh fungsi

(kawasan hutan | kawasan hutan _
Mendukung pola rehabilitasi dengan| v y
sistem paludicultur di lahan gambut
Mendukung  kebijakan | Tusat|d v v

pemberian  insentif  kepada para)
pihak vang mempunyvai inisiatif
melakukan rehabilitasif menarik
investasi di bidang rchabilitasi .

Memlasililasi  keclancaran proscs ¥ W 51";

perizinan  para  pihak  yang
mengajukan pola peningkatan stok
karbon (Carbon enhancemrnernd) dalam

skema REDD+ atau pembiayaan

| karbon Linnya ! |.




L
ack

Membantu  masyarakat  untuk|[V |9
mengakses  pusat  hibit  yang
berkualitas (bersertifikat) dan

mendapatkannyva  dalam  jumlah
yang memadai | :
> i g =l N NS

6.7 Kebijakan dan strategi kawasan untuk Non Kehutanan

——

Kerangka kebijjakan dan sirategi kawasan untuk Non Kehutanan 20
tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan
Frovinsi Papua Baral disajikan pada Tabel 32,

Tabel 27
Kebijakan Duan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan

Milestone
Eehiaan: | Sirategs 2022-[2027-[2032-[2037-
| B ) 2026 2031 (2036 (2041 |

Kebljakan Fasilitasi percepatan  realisasi|y A y i
Optimalisasi program Tanah Obyck Reformasi! [
\distribusi Agraria (TORA) di kawasan |
!f'l..lngs.i dan/Mendorong  penerapan teknologi |V o + ~.'
manfaat dalam penccgahan degradasi .
kawasan hutan |lingkungan dan percepatan

pemulihan ekosistem selelah i
pemanlaatan lain non kehutanan

Integrasi  pengelolaan | kawasan| 4 I v <
.hu'r.cm dan Arcal Penggunaan Lain

(APL) |
Memfasllltasi proses optimalisasi Y ) ¥ W

pemanfaatan  APL  di  sckitar|

kawasan hutan (KBK)

6.6 Kebijakan dan strategi kawasan untuk pemanfaatan mempertimbangkan
Fungsi Hutan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
Kerangka kebijakan dan strategi kawasan untuk untuk pemanfaatan
mempertimbangkan Fungsi Hulan dan Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan 20 tahun kedepan dalam mewujudksan visi dan  misi



pembangunan  kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 33

berikut ini.

Tabel 28

Kebijakan Dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Mempertimbangkan
Fungsi Hutan Dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Kebljakan

Kebijakan I Strategi

| Optimalisasi

distribusi

tkawasan

dan
dulkung
linglungan
hidup

erdasarkan

fungsi  hutan

taya

Milestone

|Mengarus utamakan daya dukung!
idan dava (ampung Iing_l-:ungm’:g
thidup schagai pertimbangan
penting dalam alokasi  ruang
pemanlaatan

Mendorong pﬁrlindung:{ﬂh ckosistcm
hutan pada kawasan hutan lindung
dan hutan produksi dengan fungsi
jasa lingkungan sebagai pengalur
tata air yang tinggi

Mendotrong pencrapan  tocknologi
dalam pencegahan degradasi
Iingkungan dan percepatan
pemulihan ckosistern setelah
pemanfaalan

20022-
2026

v

2027-12032-
2031 {2036

2037-
2041

v ¥

Mengembangkan kelembagaan dan|
peningkatan peran 50T
masyaralkyat dalam  pengelolaan

hutan lindung !

Memfasililtasi proses oplimalisasi

pemanlaatan oleh masyarakat pada
:area.l dengan lungsi jasa lingkungan:
a:&ehagai penyedia fata air yvang
rendah tetapi sebagai penvedia
| pangan dan energi vang tingegi

‘Memfasililtasi proses optimalisasi
pemanfastan oleh korporasi pada

iareal dengan fungsi jasa lingkungan




schagai I:!Enjfedia tata air .],r;m.g
rendah serta sebagai penyedia

pangan dan energl yang rendah

6.9 Pengarusutamaan EKTP Provinsi Papua Barat
Untuk memastikan RKTP ini digunakan scbagai landasan perencanaan
kehutanan tingkat Provinsi maupun daerah kabupaten/kota. diperlukan
scjumlah langkah sebagai berikuf:
L. Pengintergrasian RKTP Papua Barat pada review RPJIPD.

2. Pengintegrasian RKTP Papua Barat ke dalam RPIMD.

J. Pengintegrasian RKTP Papua Barat ke dalam RTRWP/K,

4. Penjabaran RKTF Papua Barat ke dalam Rencana-rencana Makro
Penyelenggaraan Kehutanan (seperti Pola Rehabilitasi Hutan Lahan,
Roadmap Penelitian dan Pengembangan, Roadmap mitigasi perubahan
iklim).

5. Penjabaran RKTP Papua DBaral ke dalam Rencana Kehutanan
dibawahnva.

BAD VII
KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR
KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINGSI

Sesuai dengan visi dan misl pengurusan hutan Jdi Provinsi Papua Barat
dan didasarkan pada perencanaan yang matang dan konsistensi pelaksanaan
kegiatan selama 20 tahun ke depan maka dapat diprediksi kontribusi manfaat
ckonomi. sosial dan lingkungan dari pembangunan kehutanan.

7.1  Kawasan untuk Konservasi

Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas
arahan kawasan konservasi berupa hutan konscrvasi daratan  scluas
1.398.783 ha dan 1.422.685 ha merupakan kawassan konscrvasi berupa
perairan. Secara umum orientasi pengelolasn kawasan konservasi difujukan
untuk pemanfaatan secara lestari seluruh potensi kawasan, perlindungan
penvangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah. Dalam alokasi
Kawasan konscervasi lerdapal zona pemanfaatan yvang dapat dioptimalkan
untuk menghasilkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.



Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pemanfaatan  dan
pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa
liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air
dan energi panas bumi di kawasan konservasi harus menjadi priorilas dan
periu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif schingga dapat menunjang
pembangunan daerah Papua Barat. Berikut targel pengelolaan kawasan
konservasi dijabarkan pada Tabel 34.

Tabel 29
Potensi Komoditas Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi

Kawasan Konserveasi

{
1

Tumbuhan
Karbon Air Wisata Panas bumi | dan satwa
458 juta ton karbon [Sumber air| 1 Taman | Potensi Dana
hersih nasional, 4|sumberdaya | Konservasi
‘bersumber dari| Taman spekulatif 2 Spesics
sungai sebanyak Wisata idae:rah prioritas,
3.525.554 m* Alam, 4| panas bumi|Genetik dan
dan dari mata Suaka Momi Waren|Mikroba
air pegunungan Margasatwa |[dan  Kebar,
schanyak dan 17|50 Mwe
2026767 m®  |Cagar alam

Pemanlaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan
perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan
sistem  penvangga  kehidupan. Biaya pemulihan dari rusaknya  sistem
penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnyva harus
diperhitungkan scbagal nilai ekonomi dari kawasan konservasi, Kawasan
konservasi di Provingi Papua Barat menjadi salah satu destinasi ckowisata
lerbaik dunia, pengembangan sektor pariwisata i Provinsi Papua Barat harus
memperhatikan konsep ramah lingkungan. Keanekaragaman yang dimiliki
Papua Darat harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan memperhatikan
aspek  kelestariannya. Salah saln upaya yang bisa ditempuh adalah
memasiikan pengembangannya dilakukan dengan investasi
hijau/berkelanjutan. Pengembangan ckowisata di Papua dan Papusa Barat
dapat membawa dampak positif, di antaranya peningkatan kehidupan

masyarakat setempat, serta melahirkan wirausaha-wirnusaha bari. Reformasi



regulasi pemanfaatan wisala alam telah dilakukan dengan sangat nyata, Imitu.
dengan terbitnya Peraturan Pemeriniah Nomor 36 Tahun 2010 dan Peraturan
Menteri Kchutanan Nomor 48 Tahun 2010, tentang Pengusahaan Pariwisata
Alamn di SM, TN, TAHURA dan TWA. Peraturan terscbut sangat pro poor, pro
job, pro growth dan pro environment, serta sangat mudah, murah, cepat, dan
tidak birokratif, Terdapat 2 (dua) Jenis Perijinan Usaha, yaitu Ijin Usaha
Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA), dan [jin Usaha Penyediaan Sarana
Wisata Alam [IUPSWA).

7.2  RKawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Kkesistem Gambut

Luas total arahan kawasan hulan alam dan chosistemn gambut mencapai
3.550.761 ha. Tujuan utama dari kawasan ini adalah digrghkan untuk
melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyvediaan karbon, Dari
luasan terschut seluas 1 juta ha merupakan ekosistem gambut dan 480000
ha, Dengan asumsi bahwa 1 (satu] hektar hutan alam mineral berpotensi
menyimpan 222 ton kKarbon dan 1 (satu) hektar lahan gambut dapat
menyimpan 1234 ton karbon serta 1 (satu) hektar lahan mangrove dapat
menyimpan 1087 ton karbon, maka potensi penvimpanan karbon sccara
keseluruhan mencapai 2,2 milyar ton karbon Tabel 35. Selain secara ckologis
berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyvimpanan karbon
di hutan alam dan lahan gambul juga dapat dimanfaatkan secara ekonomi
pengembangan jasa lingkungan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu

vang berbasis masyvarakat.

Tabel 30
Target Proyeksi Pemaniaatan Karbon Di Hutan Alam Dan Ekosistem Gambut

Hingga 20 Tahun Kedepan

| | Total simpanan karbon |

| No | Pemanfaatan karbon ; .
tom C

1. [Hutan Alam Mineral | 459.708.942

2 |Hutan dan lahan gambut 1.232.000.000

3 |Hutan Alam Mangrove 77| 521.760.000

lJumlah | 2.215.468.9412

7.3 Kawasan Prioritas Rehahilitasi
Luas total arahan kawasan yang perlu dirchabilitasi sampai dengan
tahun 2040 adalah seluas 1.054.358 ha. Dengan sumsi setiap tahun luas



vang direhabilitsi suma, setiap tahun rchabilitasi yang dilaksanakan seluas
32,718 ha. Dengan asumsi dulam satu hektar terdapat 1.650 batang pohon,
maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2040
mencapai 1,7 milyar batang. Pada tahun 2040 jumlah total karbon yang dapat
terserap scbanyak 23.538.542 ton karbon, dengan asumsi bahwa kegiatan
rehabilitasi  sebagian besar dilakukan dengan pola  agroforestry Vang
mempunyai increment sebesar 1,8 tonC pada 1 (satu) hektar kawasan hasil
rehabilitasi. Tabel 36 disajikan target luas rehabilitasi lahan, jumlah pohon
rehabilitasi dan kontribusi serapan karbon hingga 20 tahun ke depan.

Tabel 31
Target Rehabilitasi Dan Kontribusi Serapan Karbon
Hingga 20 Tahun Ke Depan

. Target . Tafgm. Total |
| rehabilitasi 2025 | 2030 | 2035 2040 |

Luas ' B S R
T ' 263.590 263.590 263.590 263.590/ 1.054.358
Jumlah : 1 " |

Pohon 434.922.675| 134.922.675| 434.922.675 434.922.675 1.739.690.700
‘Rehabilitasi .'

_— ] " | .

\karbon  (ton| 2.353.854 7.061.563| 14.123.125| 23.538.542 2,353.854
© |

7.4 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Pada wilayah ini terdapat pelabuban/darmaga perusahaan  dan
pelabuhan umum yang dapat dipergunakan untuk mendukung koncktivitas
Klaster industri kayu Papua Baral (pclabuhan Sorong, Manokwari, Kaimana,
Bintuni). Jaringan pasar dari produk hasil hutan di wilayah Papua Barat,
untuk kayu gergajian dan kayu pertukangan (plywood) diarahkan untuk
diekspor dan untuk memasok kebutuhan lokal, sedangkan untuk pulp dan
kertas sebagian dialokasikan ke Jawa dan sebagian diekspor.

Berdasarkan arahan RKTP dialokasikan seluas 2.660.824 ha untuk
pengusahaan korporasi IUPHHK-HA, IUPHHK HT. Berdasarkan data spasial
saat ini di Provinsi Papua Barat Kawasan hutan sudah dimanfaatkan oleh
perusahaan adalah seluas 3.227.374 ha sehinggn diperlukan rasionalisasi dan
penataan kembali. Melalui optimalisasi multiguna hutan dan kebijalkan multi



usaha, pada periode 2021 - 2040 berdasarkan roadmap pembangunan hutan
produksi di Provinsi Papua DBarat 2016 - 2045, diperkirakan bahwa IUPHHK-
HA, IUPHHEK HT, IUPHHK-RE mampu menyediakan pasokan bahan baku
kayu sebesar 2.474.969 m*. Pasokan bahan balku kayu ini ditambah pasokan
bahan haku dard Huian Desa, Hutan Kemasvarakatan, Hutan Tanaman
Rakyat dan KPH Produlesi dibarapkan mampu mencukupi kebuluhan industri
kayu lapis dengan kapasitas 1.358.326 m® dan industri kayu gergajian dengan
kapasitas 2.633.586 m? Ke depan indusiri kehutanan juga diharapkan
mampu  berkontribusi terhadap pemenuhan energi baru terbarukan (bio
cnergy], TUPHHK-HT diharapkan mampu menyediakan alokasi bahan baku
sebesar 24.400 ton dari kapasitas industn sebesar 149,450 ton.

Kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi juga
ditargetkan memberikan kontribusi dalam hal penguatan daya dukung
lingkungan, alokasi hutan seluas 2.669.824 ha di dalam kawasan hutan
produksi akan dialokasikan sekitar 10 persennya atau 266 ribu ha untuk
kawasan perlindungan setempat, scperti Kawasan Perlindungan Plasma
Nutlah [KPPN), koridor satwa, sempadan sungai, areal sekitar mata air, areal
lereng sangat curam dan kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) lainnya.
Kawasan perlindungan selempat terscbut sangat penting untuk menjaga daya
dukung lingkungan setempat. Kawasan perlindungan setempat tersebut juga
dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal
(huvelihood) secara berkelanjutan sesuai potensi setempat. Dipertahankannya
sebagian kawasan hutan produksi untuk dikelola dengan sistern TPTI dan
silin juga sangal bermanfaat untuk mengurangi degradasi dan deforestasi
hutan alam. Selain ilo dengan diselesaikannya konflik lahan schingga areal
konflik diubah menjadi areal pengelolaan hutan produksi melalnl kemitraan
antara pemegang konsesi dan masyvarakat setempat, diharapkan juga akan
menekan potensi konflik serta kebakaran hutan dan lahan.

7.5 Kawasan untuk Pemanfaatan Iutan Berbasis Masyarakat

Arghan RKTP untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakal 80.518
ha. Sampai tabun 2020 izin/hak Kelola masyarakat secara legal formal baru
diberikan 1 izin Hutan Kemasyarakatan seluas 250 ha dan 15 izin Hulan Desa
scluas toltal 34.567 ha schingga masih terdapat 45.701 ha yang periu
direalisasikan selama periode tahun 2020 - 2040, Percepatan pemberian izn
perhutanan sosial sangat dibutuhkan untuk meminimalisir konflik yang
berasal dard klaim lokasi antara masyarakat, korporasi, dan pemeriniah yang



terjadi di dalam Kawasan hutan. Keberadaan pengusahaan hutan oleh
masyarakat melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman
Rakyatl, Kemitraan ini diharapkan mampu temberikan kontribusi dalam
penyediaan bahan baku kayu sebesar 123,860 m® untuk industri kayu
gergajian dan kayu lapis.

Selain itu dengan asumsi 15% dari lahan tersebut dapat dioptimalkan
untuk produksi pangan, maka akan dihasilkan produk pangan setara padi
434 ribu ton per tahun. Produk pangan tersebut tentu saja tidak hanya padi,
letapi juga berbagai jenis tanaman pangan lain seperti jagung, singkong,
ketela, tebu, sorgum, rumput camellina, king grass, rape seed, SIMpOn-cmpon
dan lain-lain sesuai dengan kondisi lapak dan potensi pasar,

7.6  Kawasan untuk non Kehutanan

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, sektor kehutanan telah
berperan dalam mendukung pembangunan sekior non kehutanan melalui
penyediaan lahan baik melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan
maupun melalui mekanisme tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan.
luas khawasan hutan sampai 2020 yang tclah dibebani lzin Pinjam Pakai
kawasan Hutan (IPPKH) seluas 7.248 ha. Berdasarkan arahan pemanfaatan
RKTF untuk pembangunan non kehutananan seluas 110.127 ha, Kawasan
hulan akan dioptimalisasi menjadi APL dengan skema pelepasan Kawasan.
Alokasi kawasan hulan terscbut ditujukan untuk memenuhi tuntutan
dinamika pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat dengan tetap
berlandaskan pada optimasi distribusi fungsi dan manfsat kawasan hutan,
dengan mempertimbangkan daya dukung dan dava tampung lingkungan
hidup serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

7.7 Kawasan untuk untuk pemanfaatan mempertimbangkan Fungsi Hutan

dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk, pertumbuhban sclktor
industri di suatu wilayah jugs dapat menggangsu keseimbangan ckosistem.
Olch karena itu kondisi lingkungan yang baik, dalam hal ini daya dukung dan
daya tampung lingkungan dapat menunjang semua kegiatan manusia menjadi
sangatl penting untuk diperhatikan, agar dapat memenuhi semua kebutuhan
manusia dan makhluk hidup lainnya, tanpa menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup. Hutan menjadi penyedia jasa lingkungan penting,
disntaranya scbagai penyedia dan pengatur air, penyedia pangan dan energi,



pengatur iklim, pengatur mitigasi bencana longsor, banjir. Kinerja jasa
linglungan M1 menjadi dasar dalam penentuan daya dukong dan daya
tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian
kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara
optimum dalam periode wakiu yang panjang,

Sebagai bagian dan pembangunan nasional, scktor kehutsanan elah
berperan dalam mendukung pembangunan sebagal “natural capital”. Alokasi
kawasan hutan juga ditujukan untuk memenuhi tuntutan  dinamika
pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat dengan fetap
berlandaskan pada optimasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan,
dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup serta dilakukan sesual peraturan perundang-undangan. Dayva dukung
merupakan indikasi kemampuan mendukung  penggunaan  tlertentu,
sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan

penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu.

7.8 Pemanfaatan Iasil Hutan Bukan Kayu

Selama ini, pemanfaatan sumberdaya hutan lebih difokuskan pada hasil
hutan berupa kayu. Ke depan, potensi sumberdaya hutan yang berupa jasa
dan hasil hutan bukan kayvu harus dapat dikelola secara optimal. Wisata Alam
dan budaya merupakan kegialan pariwisala yang potensial dikembangkan di
Provinsi Papua Barat. Beberapa diantaranya seperti Hutan Cagar Alam
Pegunungan Arfak, Cagar Alam Pegununan Tamrau Selatan, Hutan Suaka
Margasatwa Pantai Mubrani-Kaironi, Suaka Margasatwa Pantai Sidey-Wabian,
serta beberapa obyck objek wisata yang belum dikenal seperti objek wisata
Danau Anggi, Danau Kabori, Gunung Mcja dan Air Panas di Kebar., Secara
makro sektor pariwisata merupakan industri yang mampu mendorong
pertumbuhan ckonomi vang cepat melalui penyediaan kesempatan ketja,
peningkatan pendapatan dan  taraf hidup, serta secara simultan dapat
mengaktilkan sektor-sektor produksi lain, schingga pariwisata sering disebut
lokomotif perekonomian.

Hasil hutan non kKavu juga bemmilai ckonomis tinggi dan beberapa di
antaranva sudah diproduksi seperti sagu, rotan, bambu, anggrek, minyak
lawang, kulit masohi, gaharu, madu, kulit buava, ekstraksi getah penyamak
dari vegetasi bakau dan sumber pemeanis alami dard vegelasi nipah dan pohon
areri. Permasalahan utama dari hasil hutan non kavu adalah  belum
diketahuinyva stock nyata Jdi lapangan serta teknik pemanenan yang mampu



menjamin kelestarian produksi dan kelestarian genetik jenis hasil hutan non

kayu potensial fersebut.

79 Tenyerapan lensgs kerja

21.891 orang telah bekerja disektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan
pada tahun 2019, optimalisasi hutan melalui pengelolaan multi guna hutan
dan pengembangan industri kehutanan, baik industri skala besar maupun
skala kecil menengah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan
penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Tenaga kerja vang akan
lerserap dalam berbagal akiifitas pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman
serta industri pengolahan cukup besar, yakni sekitar 45,500 orang. Schagian
besar tenaga kerja yung terserap merupakan tenaga kerja yang tidak
memerlukan skil tinggi (unskill worker). Ini berarti industri kehutanan akan
menjadi salah satu jaring pengamarn mengatasi pengangguran angkatan kerja
yvang berpendidikan rendah, Kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyaralkat
akan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan sebagai pelaku
pengelolaan hulan sebanyak sckitar 40.259 kk dengan rata-rata luas arcal
lkelola 2 helktar per kepala keluarga,

7.10 Kontribusi sosial kawasan hutan

I masa datang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama
masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu
basis dan potensi pembangunan kehutanan., Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan
tahun 2040 ditempuh melalui upaya penyediaan 80.518 ha untuk keperluan
pengembangan hutan kemasvarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa
dan skema-skema lainnya. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan
membangun  kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat
diharapkan sampai dengan tahun 2040 tidak hanya dapat menvelesaikan
konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan
kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yvang berkelanjutan [institutional
sustainabilily] pada tataran mikro dan makro. Pada tataran mikro,
kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan
meningkatkan program-program kemitraan sektor kchutanan di kawasan
yang berbasis pada modal sosial (social capital) komunitas lokal. Pada tataran
makro, sampai dengan tahun 2040 diwyjudkan suatu  kelembagaan
pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan



tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan kepentingan ckonomi tctapi
juga bertumpu pada pilar budaya dan pola pikir (cultural cognitive] vang ada
dan berkembang dalam masyvarakat,

7.11 Target Penurunan Emisi Nasional

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan cmisi Gas
Fumah Kaca (mitigasi) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampu:an
sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional,
dibandingkan dengan tanpa aksi miligasi atau business as usual (BAU).
Sedangkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK] sampai dengan
tahun 2020 adalah secbesar 26% dengan kemampuan sendiri. Dalam upaya
terschut, Provinsi Papua Barat telah merencanakan aksi-aksi mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim di sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun
ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air dan energi.

Implementasi RKTP perlu dipantau dan dievaluasi untuk memastikan
program dan kegiatan kehutanan yang dilaksanakan di tingkat daerah sampeai
dengan tingkal tapak dapat mendukung pencapaian targel penurunan emisi
vang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana pembangunan dacrah. Kontribusi ini diwujudkan
melalui pengurangan konversi hutan dalam rencana tata ruang, penerapan
metode RIL (Reduced Impact Logging}, rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

7.12 Kelemhagaan Pengelolaan Hutan

Untuk mencapai seluruh target yang tclah ditetapkan yaitu melakukan
pembaharuan pengelolaan dengan mengoptimalkan pengelolaan di tingkat
tapak, schingga perlu dibentuk kelembagaan pengelolsan hutan berupa
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHj pada seluruh fungsi hutan dan seluruh
kawasan hutan ncgara scbagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak.
Dalam operasionalisasi KPH diperlukan dukungan regulasi, SDM, sarana dan
prasarana, tcknologi, serta pendanaan baik dan pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Hingga tahun 2020 telah dibentuk dan beroperasionalnya
beberapa KPI, yaitu 5 KPHP, 4 KPHL dan 4 KPHK di Provinsi Papua Barat.
Target 20 tahun kedepan adalah menvelesaikan pembentukan 12 unil KPH
dan operasionalisasi KPH di kawasan hutan Provinsi Papua Barat sesual

dengan rencana pembagian wilayah KPL Tabel 36,



Tabel 32
Target Pembentukan KPH Di Provinsi Papua Barat

No KPH ' Kabupaten/Koia
1 | KPHP UNIT IX PABAR e Maybrat
2 | KPHP UNIT UNIT X PARAR Teluk Bintuni
3 | KPHP UNIT VIII PABAR | Teluk Bintuni
4 | KPHP UNIT XI PABAR Teluk Bintuni
5 | KPIIP UNIT X1V PABAR Teluk Bintuni
6 | KPHP UNIT XIX PABAR Kaimana
7 | KPHP UNIT XVIIl PABAR Kaimana
& | KPHP UNIT XVII PABAR Fak-Fak
4] KPHP UNIT XXI PABAR Kaitnan:
10 | KPHP UNIT XX PABAR | Kaimana, o
11 | KPHL LINIT XIIT PABAR Manolowari Selatan
(12 | KPHL UNIT Il PABAR Tambrauw
EAE VII
PENUTUP

Kencana Kehutanan Timgkat Provinst (RKTP) Papua Baral Tahun 2022-
2041 merupakan arahan makro tingkat provinsi dalam pemanfaatan dan
penggunaan spasial atau ruang serta potensi hutan dan kawasan hulan
untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehulanan yang
menggunakan kawasan hutan dalam skala provinsi untuk jangka wakiu 20
(dua puluh) tahun,

Arahan pemanfatasan rusang kawasan hutan Provins: Papua Baratl
dilaksanakan mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutlan nasional
berdasarkan tumpang susun {overlay] beberapa peta tematik. sehingga
menghasilkan klasifikasi 6 (enam) arahan spasial yvang meliputi kawasan
uniuk konservasi, kawasan untuk perlindungan butan alam dan ckosistemn
gambul, kawasan untuk pcmaniaatan hutan berbasis korporasi, kawasan
untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, kawasan untuk rehabilitasi
dan kawasan untuk non kehutanan.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat Tahun 2022-
2041 sebagai rencana scktor kehutanan akan menjadi acuan  bagl

penyusunan rencana-rencana yang  cakupannya  lebih rendah baok




berdasarkan skala geogralis, jangka waklu rencans maupun program-progranm
pembangunan kehutanan di lingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun
demikian, dalam jangka panjang lenpadinya perubahan kondisi biofisik
maupun kebijakan pengelolaan setelah dilakukan evaluasi  REKTP
memungkinkan adanya perubahan ([review) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- Martriks evaluasi faltror strategi internal

NO FAKTOR INTERNAL i BOBOT | RATING | BKOR

KEKUATAN (5)
1 | Kawasan hutan adalah kawasan dominan di .f
ruang wilayah provinsi. | oo045| 333| o.1s

2 Areal bcrpcﬂuiuﬁ"an hutan adalah tutupan i
lahan dominan hingga 90% Jdi wilayah

daratan Provinsi. 0.0435 | 3.67 Q.16
3 Eksistenisi kehutanan sf:héagai p{tﬁyﬂﬂnggara

dalam pengelolaan hutan. 0.022 233 005
4 Fksistensi masyarakat adat dengan kearifan

lokalnya dalam pemaniaatan hutan. 0.045 400 | 0.18
5 Keanckaragaman hayati yvang tinggi. 0.045 367 | 0.16

Potensi sumber daya kayu dari  hutan

Negara. 0.028 1.67 | 0.05
Potensi hasil hutan bulkan kayu. 0045 367 0.16
Hutan penyedia berbagal jasa lingkungan i
penting. 0.045 4.00 | 0.18

0 | Keindahan landskap dan budaya tradisional |
vang masih melekat di masyarakat. 0.045 400 | 0.18

10 | Komitmen pemerintah daerah dalam
mewljudkan pembangunan berkelanjutan
dengan mengedepankan aspek konservasi. 0.050 4.00 | 0.20

Jumlah Kekuatan | 1.48

KELEMAHAN (W)
1 Belum scmua kawasan sudah ditata batas .
dan dikukuhkan ; 0.0435 3.067

=
o

2 Tata kelola lembaga pengelola hutan masih
belum berjalan dengan bail; 0.030 4.000 | 0.20

3 |Kawasan hutan belum dikelola dan| 0.045 3.000 | 0.13




dimanfaatkan secara optimal; Ir
4 | Rendahnya pengawasan dan  penegakan
| hukum; 0.050 | 4.000 | 0.20
5 Masih rendahnya rehabilitasi hutan dan
tingkat kerberhasilannya; 0.034 2333 | 0.08
| 6 Kendahnyva investasi, akses modal dan | i B i
terbatasnya anggaran; 0.034 | 3.333| o0.11
Rendahnya pemasaran dan akses pasar; 0.045 | 3.333| 0.1
Masyarukat  sekitar kawasan/masyarakat | | ]
adat belum secara aktif dilibatkan dalam !
pengelolaan kawasan; 0.050 I 4.000 | 0.20 )]
O | Masih rendahnya tingkat kesejahteraan " T
| masyarakat sekitar hutan; | 0.050| 4.000| 0.20!
10 | Belum ada kebijakan terkail penyelesaian | |
| konflik kawasan; 0.039 3.000 0:12 |
|11 Minimnoya kuantitas Tenaga Polhut dan i |
| kualitas SDM terutama Penyuluh serta
| terhatasnya kompetensi; 0.039 3000 0.12
12 | Belum tersedianya basis data dan informasi
sumber daya hutan yang lengkap.akurat dan
aktual; 0.0349 3000 _ 0.12
13 | Hasil-hasil penelitian dan  iptck belum |
terimplementasikan dalam  pembangunan |
kehutanan; 0.028 2.333 | ©.07
14 | Terbatasnya  sarana  dan  prasarana § ]
| pendukung 0.039 | 3.667 | 0.14|
“jumiah Kelemahan | 2,00
' NILAI FAKTOR INTERNAL (5 - W) -0.53
- Matriks evaluasi faktor strategi eksternal
| No FAKTOR EKSTERNAL BOBOT | RATING | SKOR
e S R
1 | Kebijakan desentralisasi sektor kehulanan; 0.059 3.00] 0.18
2 | Dukungan pemerintah pusat dalam
kebijakan konservasi SDA dan ckosislemnnya, Qe sat] Bk
3 | Dukungan dunia internasional agar hutan | II.}..{]EI _ .00 U.iﬁ_
dapat dilkelola sccara lestari; :




4 | Keterlibatan lembaga non pemerintah dan |

perguruan tingg: dalam pengelolaan hutan 0.059 3.33 | 0.20
5 | Berkembangnva paradigma dan kebijakan| | | '
pengelolaan hutan bersama masyarakat; (1.066 367 024
6 | Tingginya tingkat k:::ptﬁfi:‘igaﬁ mas;rarakat g .
dalam pengelolaan hutan; . 0.066 4,00 | 0.26
7 ﬁdam.r'a kebijakan multi  usaha  dalam 'I :
pengelolaan hutan produlkss; ? 0.059 | 3.00 0.18 l
& | Tingginya permintaan pasar terhadap hasi'[_],m""' i
hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; ; 0.031 267 | 0.14 4|
9 | Adanya peluang pendanaan dari  jasa i = |
lingkungan penverapan dan penyimpanan |
. ! karbon: 0.066 3.67| 0.24
Jumiah Peluan o 1.73 |
| e ANCAMAN ':
1 | Dominasi areal Provinsi P&-]}:HJH Barat vang
 mempunyai  sensivitas  linggl  terhadap !
| kerusakan lingkungan; 0.0660 4000 : 0.26
2 | Meningkatnya  tingkat  deforctasi  dan |
degradasi hutan; 0.031 3.333 , 0.17
3 | Degradasi lingkungan akibal pemanlaatan B =
lain di dalam kawasan; 0.031 3.333 ! 017
4 | Tingginya konflik pengelolaan hutan; T 0.066| 3.667| 024
5 | Ekomomi  dan  tingkat  kesejahteraan
masyarakal vang belum merata; 0.066 4.000 | 0.26
6 | Persaingan peggunaan lahan hutan dengan ' ) —
aktifitas bernilai ekonomi tinggi: 0.066 3333 | 022
7 | Sebagian besar kawasan hutan -
bersinggungan dengan pemukiman; 0044 3.000 | 0.13
8 Kebutuhan ruang untulk 'p-é;'Lg(:mbang:_m b
wilayah. | 0.059| 3.333| 020
Jumlah Ancaman o 1.66
NILAI EKSTERNAL FAKTOR (P - A) 0.06
- Peta arahan indikatif RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 (Skala

1:250.000
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Roadmap 5 Tahunan

A. Roadmap Kebijakan dan Strategi Umum

Kebijakan

l’t:rﬁﬁahmuaﬁ-

sistcm
Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
Kawasan

Hutan

Strategi

Transformasi  tekn ologi dan

kelembagaan

Perhaikan sistem perijinan

kehutanan

Perbaikan sistem monitoring dan
evaluasi  (Monev] berdasarkan
standar yang terukur  dan

obyektlil dengan memanfaatkan

teknologi dan informasi

informasi kehutanan

Memperbaiki kebijakan vang ada
dengan MeTCViSt dan
memperkuat peraturan sclaras
dengan komitmen Provinsi Papua
Baratl dalam mengedepankan

aspek konscrvasi

ﬁembﬂngun “netrork -::r;“_qanik”
uniuk perubahan

[Pembangunan hasis data d:ﬂlj}\[

. M&nyﬁéﬂn model pengelolaan
‘bersama {co-management)

:bﬂrbaga{ fungsi kawasan hutan

Pelibatan | masyarakat  sekitar
hutan/masyarakat adat dalam
pengelolaan hutan untuk semua

fungsi kawasan

‘Mendorong  ekonomi  alternatif
uniuk masvarakat sekitar hutan
dengan memanfaatkan potensi
sumber daya hutan, landskap
dan budaya

A —

Milesione
2022- | 2027- | 2032 | 2037-
2026 | 2031 | 2036 | 2041
- | )
"‘||I '!"II _—I:
-t . ol
AT .‘IJI -'J .,"II
| y ~ ~
{
v v
W y i |
S T T
T ] o




Pemantapan
dan
optimalisasi
Pemanlaalan
kawasan

hutan

Rasionalisasi kawasan hutan

{lusas dan fungsi)

i

Mcmp-urr_:::p;-ji. penyelesaian review
RETRWP Lepat waktu

pengukuhan

kawasan hutan

hutan

kawasan hutan

kreatif

lingkungan dan wisata alam

meningkatkan HHEK

iterbarukan (EBT)

1
4

Mempercepat  tata  batas  dan| v A

|
'Penerapan  multisuna  hutan|v I < B
' dalam pengelolaan  kawasan i
Peningkatan PNBP pemanfaatan |y y W A
Pengelolaan  kawasan  hutan|v + v v
sccara lebih intensil  dalam
mendukung ketahanan pangan. |
\air. dan encrgi i
|Pengembangan diversifikasi jasaV y v gl
Hingkungan dan wisata alam yang
Promosi/pemasaran  lermasuk|d I y ¥

1

penyusunan peta investasi jasa
Pelibatan swasta dalam |V y o +
Pengembangan  cnergi bara |V A + 4
Penanganan  dan penyelesaian |V y gl v
masalah tenurial. pinjam pakai.
dan tukar menukar kawasan

hutan




Pengembangan
sistem inscntif

dan disinsentif

Mengelola DAK-Kehutanan dan
daerah
pPeEnguriusan

dana Dekonsentrasi

herbasis  kinerja

hutan

Peningkatan
penelitian dan
pengembangan
kehutanan

| Pelaksanaan 9 (sembilan) tema

kehutanan)

Memberikan k::pas.tiﬂn dan
menvusun mekanisme insentif
dan disentif =serta distribusi

manfaat secara herkeadilan

Mendukung pemberian

]
insentif/disinsentif inveslasi
hijau (green investment] oleh

Pemerintah dan|

mengintegrasikan

dengan;
:pmgram pembangunan rlaﬂrah;r

,Pﬁmbe:nan kemudahan “pl'{IHEH
perizinan  kepada swasla yang
sungguh- sungguh
mengelola hutannya

seCara

Insentif kepada para pu'hal-{_ yﬂng
tclah mclakulkan kcgiatan

rehabalitas:

Mendorong pengembangan hutan
rakvat dan memberikan insentif
kepada vang telah mendapatkan
sertifikat Sistem Verilikasi
Legalitas Kayu [(SVLK)

=rfe e o ——

-

penelitian  dan
(lanskap hutan.
tanaman.

pengembangan
hutan alam,

hutan

HHBE.

Biodiversitas,
pengelolaan DA,
iklim, pengolahan
hasil hutan, dan Eebijakan

perubahan




Mengembangan ponclitian
‘berbasis kebuluhan

dan

hasil risct dan tcknologi bagi

perbaikan pengelolaan hutan

penerapan|

Y

Memberikan kemudahan kepadal
masyarakat
teknologi
kehutanan

uniuk mengakses

dan hasil ri:sn&t,g

Pala
pengelolaan
hutan
Peningkatan
Koordinasi
lintas
sekior/kerja

sama daerah

lokal
potensi

Pengembangan  ekonomi
dan daerah berbasis
wilayah

b

tl

o

e

Pembangunan infrastruktur

penunjang pembangunan

kehutanan

v

e o s

Promosi produk-produk lkayu,

HHBE. dan jasa lingkungan

=

R

PDOREE Eawasan

dalam

Penggunaan
hutan instrument

pembangunan ckonomi provitst

|

ljttngt.‘.l[}.fé;ﬂgl daerah aliran sungai
yang terintegrasi

Melibatkan seluruh stakeholder
kehutanan (Instansi Pemerintah,
BUMN, L=M,

masyaralkat] dalam mendukung

Swdasle, de=rr

pembangunan kehutanan

<

I“ﬁngtrmbangan
S

Kehutanan

Basionalisasi urganisasi dan SDM
imstansi telkms kehulanan

Peningkatan dan pengembangan|
SDM  dengan  mengoptimalkan
Badan Diklat Daerah, lembaga
lithang dan perguruan tinggi

-,

Pengembangan SDM kehulanan

secsual komoditas unggulan

dacrah




|

| Peningkatar
sclktor
kehutanan
Provinsi di
tingkal
nasional dan

| peran

global

Komitmen dan
konsistensi
! penegakan
hukum bidang
kehutanan

e :
| Peningkatan kerjasama berbasis

‘kcsctaraan di  tingkat nasional

dan

kehutanan

Peningkatan
serlilikasi
daerah

kompetensi
SDM

leknologi

Pcﬁing}:atsm transfer IPTEK dan|

Memperkuat peran

kelembagaan penyuluh

kehutanan

dan|

Meningkatkan kualitas

penyuluhan melalui  kerjasama

dengan instansi terkait

.‘l

dan global

F

Peningkatan
dalam
dan global

kepemimpinan nasional

Peningkatan kekuatan penectrasi
produk kehutanan dalam pasar

peran  kehutanan|

W

hukum

konsekuen dan konsisten

SeCara

W

-

i,

dan péﬁingirﬁtan
kapasitas SDM Polisi Hutan

Penyiapan

IE'n.ﬂ-::urrl |

|Koordinasi intensif dengan aparat|
| |




B. REoadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi

Kebijakan

Milesione

Strategi 2022-
|
2026

209?-:-2:}32-
2031 izr:ra&

2037-
2041

PtﬁgL:lEﬂ;ltl
Pemanfaatan

SA

Perlindungan |konservasi secara terpadu dengan
darn Pﬂlestarian:%melihatkan semua pemangku

{Alam

e

dan zonasi blok

;PEIT’.‘HE:HHE]H;[I pengelolaan kawasan |4v

| kepentingan

Pemantapan kawasan lcr:mﬁcnrasiﬁ

R

i

!E::stnfééi'_kam-asan konservasi vang|y
|

‘terdegradasi

Eksplorasi KEHATI dan jenis-jenis

bermanfaat

dalam P2K3
Perlindungan, dan Pongawctan

(Pemanfaatan,
Kawasan Konservasi)

pembentukan kelembagaan
konservasi VANEZ mandiri
(KPHK/BLU} pada Taman nasional

sesual kewenangan vang dimiliki

‘Meningkatkan peran  masyarakat|

Mendukung percepatan |

Perubahian orientas kawasan
konservasi yang mandiri (dari cost
center menjadi profit center) tanpa;

menghilangkan fungsi kenservasi

Hlingkungan dan ekowisata |

Oplimalisasi pemanfaatan  jasa|v




C. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan

Alam dan ekosistem Gambut

Milcstone
Kebijakan Strategi 2022-12027-|2032-[2037

! 2026 (2031 12036 |2041
Penguatan Mendorong perlindungan ekosistern/v |y | v
Pemanfaatan  |hutan dan gambutl dalam kerangka |
I8SNA lokal perubahan iklim dan pelestarian '
I1.1111.1.1‘b~: |kcanekaragaman hayati.
kescimbangan |[Menyusun dan < y .
lingkungan Mengimplementasikan Strategi '

\Daerah REDD+ (berbasiskan pada

Restranas REDD+ dan k:tbutuhzmt

dacrah)

Perencanaan pengelolaan kawasan|v v v

perlindungan  hutan alam dan

.gamhut secara  terpadu dengan

melibatkan SeInUA pemanglou

kepentingan .
A Mengimplementasikan program |+ L S

pengelolaan  hutan  alam  yang)
berkelanjutan sejalan dengan
kebijakan PIPTR i

Mengimplementasikan program |V v V¥ J
pengelolaan gambut vang
berkelanjulan sesuai dengan fungsi
ekosistern  gambut dalam  unit
| pengelolaan  Kesatuan  Hidrologis|

Crambu b

Mengembangkan kelembagasn dan|v y v y
peningkatan peran serta
magyarakan dalam pengelolaan |

kawasan perlindungan hutan alam .

dan ekosistern gambut. i




D. Koadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan lutan

Berbasis Korporasi

Kebijakan

g i‘eﬁingkamﬁ
iproduktivitas
haszil hutan

produksi hasil hutan tertenta

Milestone i
Strategi 12022- 2027 [2032-[2037-
2026 2031 |2036 2041

Rasionalisasi izin usaha hasil hutan [V |V v o
‘Memfasilitasi intensifikasi produlksi|y v | y
hasil hutan kayu dengan |
mengedepankan penerapan prinsip
pengelolaan hutan lestari ' "
Memfasilitasi penerapan  sistem|V |V |V v
multi guna/multi usaha hutan dala
‘meningkatkan produktivitas hutan|
produksi
Memfasilitasi upaya diversiflkkasi|V ) + A
dan peningkatan nilai tambah hasil
hutan |
[Rasiomalisasi kapasitas dan lokasi| v v o v
Industri Pengolahan Kavu dan Hesil I
Hutan Bukan Kayu il
Mendukung pengembangan(v |V v [V |
komoditas strategis kehutanan  di
masing-masing daerah '
Penetapan  wilayah-wilayah  di |V -y af ¥ i
Kabupaten/Kota sebagai pusal l




E. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan

Berbasis Masyarakat

Rebijakan

Strategi

Peningkatan
akses dan
peran
masyarakat
dalam
pengelolaan dan
|pemanfaatan

hutan

2022-]
2026

Milestone
2027 -|2032-

2031 (2036 2041

daerah
masyarakat hukum adat.

Peraturan

terkait|y

Peraturan daerah

penyelesaian konflik

Inventarisasi

masyarakat adat sekitar hutan

dalam [V

keheradaan v

| Pﬁ:n:u:_p.:_ttun
soaial

i

realisasi perhutanan|v

2037-

dalamn
berbasis
korporasi [cth: 10% dari arcal harus|

pelibatan masvarakat

ipemanfaatan hutan

dikelola bersama masvarakai)

Mendulung kebijakan pusat gunaly

dalam

mekanisme

Memilasilitasi kebutuhan
rangka
pengakuan HTutan Adat
Mﬂmg

pengembangan Hutan Rakyat dan

perbaikan

pembinaan dan

industri ikutannya sesuai dengan
kewenangan dan tugas Provinsi

Memfasilitasi
kolaborasi dan kemitraan dengan
masyardkat

peningkatan v

‘Penguatan usaha mikro kecil dam|

menengah  di bidang  usaha

kehutanan
|transier pengetahuan dun telnologi
dalam penguatan

masyarakat dalam pengelolaan dan

kapasitas

pemanlaatin sumber daya hutan

pendampingan. |V




Memfasilitasi 'prrnerapan teknologi
iproduksi  hasil  hutan  untuk
meningkatkan nilai tambah  hasil

hutan

Kebijalkan

Percepatan
rehabilitasi
kawasan hutan

imengajukan pola peningkatan stok

<
--r:

]
L.

Sirategi

Mendukung  diversilikasi  pola|V

rchabilitasi  di  seluruh  fungsi
kawasan hutlan

F. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Mendukung pola rehabilitasi dengan
'sistemn paludicultur di lahan gambul

pemberian insentif kepada para|
pihak wang mempunyai Msiatif’i
\melakulan rehabilitasi/menarik
investasi di bidang rchahilitasi

Memfasilitasi  kelanearan proses

perizinan para pihak }'ang.!

karbon (Carbon enhancement] dalam
skema REDD+  atau  pembiayaan

karbon lainnya

Mendukung kebijukun  Pusat|

‘Membantu T&s;yamkat untuk
mengakses  pusal hibit yang
berkualitas [bersertifikat) dan
mendapatkannya dalam  jumlah
vang memsadal

Milestone -3
'2022-[2027 [2032-[2037-|
|
2026 12031 {2036 (2041

i+ = B
N I'J o Y
y W y *J
Y + &l W
i
v y + ~




G. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non-Kehutanan

‘Milestone
Kebijakan | Strategi 2022-[2027-|2032-[2037

" 2026 2031 2036 |204]

ﬁﬂjﬂkﬂﬁ Fasilitasi pcfnnpalan realisasi| v ) e, A

| Optimalisasi program Tanah Obyvek Reformasi |

rdistribusi [ungsi/ Agraria (TORA] di kawasan

dan  manfaal|Mendorong penerapan teknologi| W YL

kawasan hutan |dalam pencegahan degradasi

' lingkungan dan percepatan '. !
permnulihan ckosistem setelah 1
pemanfaatan lain non kehutanan ‘
Integrasi  pengelolaan | kawasan |V i v N ]'
‘hutan dan Areal Penggunaan Lain g
(aPL) |
Memfasliltasi proses optimalisasiiy |V 1 |¥ |

| pemanifaatan  APL  di sekitar |

| | kawasan hutan (KBK] | b b

GUBERNUR PAPTUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

aslinva

i

*H ar, 5.H., M. Hum., M.M. CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196308181992031022

Salinan sesuai

Dr. Roberth K



G. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non-Kehutanan

{ Milestone
Kebijakan Strategi ":zu:.r::a- 2027-[2032-]12037-
2026 (2031 2036 (2041
!Eubljulmn | Fasilitasi pereepalan realisasi) v AR B V
Oplimalisasi program Tanah Obvek Reformasi
distribusi fungsi|Agraria (TORA) di kawasan
'dan manfaat | Mendorong penerapan  teknologi|y .“11] - K v
kawasan hutan |dalam pencegahan degradasi|
hngkungan dan percepatan
pemulihan ckosistem sctelah
(pemantaalan lain non kehutanan _
Integrasi pengelolaan  kawasan| v Y A Yy
hutan dan Arcal Penggunaan Lain
. [APL] .
‘Memfasllltasi proses  optimalisasi|V v T o
pemanfaatan APL  di  sekitar
kawasan hutan (KBK)

GUBERNUE PAFUA BARAT,

CAP/TTD

IDOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
Pembina Utama Madya
NIF. 196508181992031022



